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Mirza Yuni Arrendamento, 2017. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan 
Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pengangguran Sebagai Variabel 
Intervening Periode 2008-2016, Mirza Maulinarhadi R., SE. MSA.Ak. 
Variabel makro ekonomi seperti Inflasi dan Pengangguran sedikit banyak 
memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Situasi 
ekonomi negara yang berkembang akan lebih rentan terhadap guncangan krisis 
perekonomian global. Ketergantungan negara berkembang terhadap 
perekonomian dunia turut berperan serta terhadap stabilitas ekonomi tingkat 
nasional. Variabel inflasi memungkinkan timbulnya pengangguran, maka atas 
dasar itu maka potensi atas kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 
akan menyusut dengan sendirinya. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory 
research dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan yaitu Inflasi (X) 
sebagai variabel bebas, Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) sebagai 
variabel terikat, dan Pengangguran (Z) sebagai variabel intervening. Populasi 
penelitian ini menggunakan data time series dengan data per semester masing-
masing variabel dari tahun 2008-2016 atas jumlah persentasi inflasi, jumlah 
persentasi pengangguran, dan jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan 
pasal 21 dari hasil data yang dilakukan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan 
Kementrian Keuangan Republik Indonesia selama periode 2008-2016. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Inflasi (X) berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap variabel pengangguran (Z). Variabel inflasi (X) 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 (Y). Variabel pengangguran (Z) berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Y). Variabel 
inflasi (X) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 
21 (Y) dengan variabel pengangguran sebagai mediasi. Secara statistik nilai 
koefisien beta 0,626 bernilai negatif, hal tersebut mengindikasikan bahwa 
meningkatnya inflasi akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 
dengan pengangguran sebagai mediasi. Perhitungan koefisien determinasi total 
menunjukan model path dengan nilai 0,887 dan menjelaskan variasi data 
penelitian ini yaitu sebesar 88,7%, sedangkan 11,3% dijelaskan oleh variabel lain. 






Mirza Yuni Arrendamento, 2017. Effects of Inflation Against Income Tax 
Receipts Article 21 with Unemployment As an Intervening Variable Period 
2008 to 2016, Mirza Maulinarhadi R., SE. MSA.Ak. 
Macroeconomic variables such as inflation and unemployment more or less 
influence on income tax receipts Article 21. The economic situation that 
developed countries will be more vulnerable to shocks to global economic crisis. 
Dependence of developing countries on the world economy and contribute to the 
economic stability of the national level. Variable inflation allow the emergence of 
unemployment, then on that basis, the potential for contribution of income tax 
receipts article 21 will shrink by itself. 
This type of research used is explanatory research with a quantitative 
approach. Variables used are inflation (X) as the independent variable, Income 
Tax receipts Article 21 (Y) as the dependent variable, and Unemployment (Z) as 
intervening variable. The population of this research using data time series with 
data per half of each variable from year 2008-2016 on the percentage amount of 
inflation, unemployment percentage amount, and the amount of income tax 
revenue receipts article 21 of the results of the data conducted by Bank Indonesia, 
the Central Agency on Statistics, and Ministry of Finance Republic of Indonesia 
for the period 2008-2016. 
The results showed that inflation variable (X) a significant positive effect on 
unemployment variables (Z). Inflation variable (X) a significant negative effect on 
the variable income tax receipts article 21 (Y). Variable unemployment (Z) a 
significant negative effect on the variable income tax revenue section 21 (Y). 
Inflation variable (X) significantly affects the income tax revenue section 21 (Y) 
with unemployment as a mediating variable. Statistically 0.626 beta coefficient is 
negative, it indicates that the rise in inflation will reduce income tax receipts 
article 21 by unemployment as mediation. Calculation of total determination 
coefficient indicates models path analysis to the value of 0.887 and explain the 
variation of this research data is 88.7%, while 11.3% is explained by other 
variables. 
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A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara berkembang yang faktanya kondisi 
perekonomiannya masih bergantung terhadap kondisi perekonomian global. Krisis 
ekonomi yang disebabkan oleh fenomena perekonomian global lebih sering 
terjadi karena naiknya harga minyak dunia dan melemahnya nilai rupiah terhadap 
mata uang asing akibat ketidakpastian pasar finacial global. Krisis akibat adanya 
fenomena global ini menyebabkan beberapa instrumen dari variabel ekonomi 
makro seperti inflasi rentan terhadap perubahan. Guncangan variabel ekonomi 
makro seperti inflasi tidak sertamerta dapat diabaikan begitu saja, sebab inflasi 
memberikan dampak yang begitu luas terhadap variabel-variabel mikro ataupun 
ekonomi makro lainnya yang akan mengganggu kestabilan perekonomian 
nasional. Tugas penting pemerintah pusat dalam hal ini adalah mempersiapkan 
segala kemungkinan yang terjadi atas ketidakstabilan perekonomian global 
melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter agar efek buruk tidak terlalu 
dirasakan masyarakat saat kondisi perekonomian global sedang terguncang 
(Siregar et al. dalam penelitian Anas, 2006:1).  
Inflasi di Indonesia sering diartikan sebagai peningkatan harga-harga secara 
umum atau melemahnya nilai mata uang terhadap nilai barang atau jasa secara 
umum. Inflasi yang cukup tinggi hingga mencapai 11,06% pada tahun 2008 lebih 
disebabkan oleh naiknya harga minyak mentah dunia, sehingga pemerintah 
mengambil jalan keluar untuk ikut menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 
2 
 
guna menutupi defisit neraca pembayaran akibat beban subsidi BBM yang 
ditanggung oleh APBN. Kenaikan harga jual BBM pun kemudian diikuti dengan 
kenaikan tarif moda transportasi yang lebih mahal, yang pada akhirnya juga akan 
menaikan harga bahan-bahan pokok yang diangkut dengan kendaraan bermotor 
(nasional.kompas.com, 6 juni 2008). Kenaikan harga-harga secara menyeluruh 
secara terus-menerus akibat pengaruh kenaikan harga BBM tersebut pada 
akhirnya menyebabkan terjadinya cost-push inflation. 
Mempertahankan agar laju inflasi tetap berada pada level yang rendah 
memberikan stigma yang baik dalam merencanakan peramalan harga dimasa yang 
akan datang agar tetap seimbang dan memberikan kestabilan ekonomi dalam 
jangka pendek. Hal tersebut juga diperkuat oleh Yustika (2007:287), yang 
mengatakan bahwa untuk merealisasikan beberapa tujuan seperti pertumbuhan 
ekonomi, kesempatan kerja, stabilitas harga dan tujuan-tujuan yang lebih luas, 
maka kebijakan moneter saat ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjaga dan 
mewujudkan tingkat inflasi yang rendah. Fenomena inflasi yang mencapai 
11,06% pada tahun 2008 menurut Yustika (2007:221), membuat daya beli 
masyarakat merosot. Pengaruh yang dirasakan membuat para pelaku usaha dan 
investor gulung tikar alias bangkrut. Hal tersebut mengakibatkan penyusutan 
lapangan kerja dan hilangnya mata pencarian seseorang sebagai dampak langsung 
akibat adanya inflasi. Inflasi yang terus berkepanjangan dan cenderung tinggi 
akan mengakibatkan dampak buruk bagi kestabilan ekonomi serta simpul-simpul 
kegiatan ekonomi dalam negeri seperti naiknya harga-harga bahan baku, defisit 
neraca pembayaran, kemerosotan pendapatan riil masyarakat, pemutusan 
3 
 
hubungan kerja oleh perusahaan-perusahaan sehingga menambah angka 
pengangguran, bahkan hingga dapat menambah angka kemiskinan. 
Pengangguran setidaknya akan menjadi dampak berbahaya yang akan 
dihadapi akibat adanya inflasi. Masalah ekonomi seperti inflasi dan pengangguran 
dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. 
(Sukirno, 2011:327). Kenaikan biaya produksi dan tuntutan para pekerja untuk 
menaikan upah kerja akibat adanya inflasi memberikan dampak yang signifikan 
terhadap harga pokok penjualan. Hal tersebut membuat beberapa perusahaan 
mengambil langkah dalam menyelamatkan keuangan perusahaan dengan 
membuat kebijakan, salah satu contoh kebijakan yang mungkin akan diambil 
yaitu PHK. 
Pengangguran menjadi suatu masalah bagi perkembangan ekonomi secara 
nasional maupun regional. Pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-
mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita, tetapi 
harus melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk 
dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut (Todaro 
dalam penelitian Alghofari, 2010:16). Pembangunan ekonomi sebuah negara 
dapat dilihat dari beberapa indikator pengukuran ekonomi secara makro antara 
lain adalah tingkat inflasi, pengangguran, dan pendapatan negara dalam hal ini 
adalah penerimaan pajak penghasilan pasal 21. 
Teori hubungan antara inflasi dan pengangguran dipaparkan secara jelas oleh 
A.W. Phillips yang kemudian hubungan tersebut dinamakan kurva Philips. Kurva 
Phillips menjelaskan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran memiliki 
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hubungan terbalik (tradeoff) atau dapat dikatakan hubungan yang negatif. 
Hubungan tersebut dapat diartikan bahwa jika pengangguran tinggi maka tingkat 
inflasi cenderung rendah, begitu juga sebaliknya. Kurva Phillips memberikan 
variabel upah dalam penelitiannya yang juga dihubungkan dengan laju tingkatan 
inflasi yang searah dengan variabel upah (Lipsey, 1993: 254-255). Adapun 








Sumber: Jossa (1986), diolah. 
Gambar 1. Kurva Phillips 
 
Kurva tersebut mengartikan sebuah dilema antara inflasi dan pengangguran. 
Untuk menurunkan tingkat pengangguran, pemerintah harus menerima tingkat 
inflasi yang yang lebih tinggi (Case dan Fair, 2007:230). A.W. Phillips 
menggambarkan bagaimana pola hubungan tersebut didasarkan asumsi adanya 
kenaikan permintaan agregat. Teori permintaan menyebutkan bahwa jika 
permintaan naik maka harga akan naik (inflasi), maka untuk memenuhi 
permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan 




 Tabel 1. Laju Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 
Tahun Inflasi (%) Pengangguran Terbuka(%) 
1996 6,47 4,87 
1997 11,05 4,69 
1998 77,63 5,46 
1999 2,01 6,38 
2000 9,35 6,08 
2001 12,55 8,10 
2002 10,03 9,06 
2003 5,06 9,67 
2004 6,40 9,86 
2005 17,11 11,24 
2006 6,60 10,28 
2007 6,59 9,11 
2008 11,06 8,39 
2009 2,78 7,87 
2010 6,96 7,14 
2011 3,79 7,48 
2012 4,30 6,13 
2013 8,38 6,17 
2014 8,36 5,94 
2015 3,35 6,18 
      Sumber: Badan Pusat Statistik 
Apa yang terjadi pada negara Indonesia tidak menggambarkan bahwa kurva 
Phillips dapat dijadikan landasan dalam menentukan arah kebijakan dalam 
menekan laju inflasi maupun pengangguran. Tabel diatas menjelaskan fakta yang 
terjadi mengenai hubungan antara inflasi dan pengangguran pada kenyataannya 
berjalan positif dalam jangka panjang. Penelitian yang dilakukan Friendman dan 
Phelps dalam Mankiw (2014:285), menyatakan bahwa inflasi yang tinggi akan 
menyebabkan penurunan permintaan agregat, hal tersebut akan mengurangi 
jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan, dan penurunan produksi ini akan 
menyebabkan pengurangan pekerjaan. 
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Krisis yang mengguncang Indonesia ketika inflasi pada tahun 1998 yang 
mencapai 77,63% berimbas pada setiap variabel ekonomi makro tahun-tahun 
berikutnya. Perusahaan-perusahaan bangkrut sehingga menimbulkan rentetan 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pengangguran yang terus meningkat akibat 
adanya krisis tersebut menaikan tingkat masalah perekonomian dalam stagflasi 
atau keadaan dimana timbulnya tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan 
tingkat inflasi yang tinggi (Lipsey, 501:1993). 
Inflasi yang terjadi di Indonesia secara umum akan berakibat pada turunnya 
pendapatan riil masyarakat. Kenaikan harga akibat terjadinya inflasi akan 
membuat harga kebutuhan pokok menjadi naik, biaya hidup akan mahal, hingga 
berpengaruh terhadap kesejateraan keluarga, dan sudah barang tentu menjadi 
ancaman untuk perekonomian nasional (Gilarso, 2008:75). Bagi mereka yang 
memiliki penghasilan yang tetap akan berakibat pada kecenderungan sukarnya 
menyesuaikan keadaan pengeluaran yang baru. Sebaliknya, bagi mereka yang 
memiliki penghasilan yang dinamis (pedagang dan pengusaha), akan memiliki 
manfaat dari adanya inflasi dengan cara menyesuaikan harga jual produknya yang 
disesuaikan dengan beban produksi yang baru dan harga pasar. Hal tersebut 
merupakan dampak pertama atas inflasi terhadap pendapatan (Nopirin, 2000:32). 
Perlu adanya penyesuaian kebijakan fiskal dalam mengatur keuangan negara 
dengan maksud untuk mempengaruhi, mengatur, menstabilkan, dan memajukan 
perekonomian nasional dalam bentuk penerimaan-penerimaan negara yang berasal 
dari pajak (Gilarso, 2008:226). Apabila penyerapan pajak tidak dapat terealisasi 
dengan maksimal, maka standar hidup negara baik di dalam pemerintahan 
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maupun masyarakat tidak dapat memenuhi harapannya. Keterkaitan tersebut akan 
memunculkan masalah dari hilangnya kontribusi seseorang dalam membangun 
negara bahkan cenderung menjadi beban negara. Penelitian yang dilakukan oleh 
Hidayat (2006:5) juga menjelaskan, bahwa kondisi atau indikator ekonomi makro 
merupakan hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam proses pencapaian 
target penerimaan pajak. Variabel ekonomi makro yang begejolak dan tidak 
menentu ini juga ikut berpartisipasi dalam ketidakberhasilan Direktorat Jenderal 
Pajak dalam merealisasikan anggaran yang telah ditentukan termasuk variabel 
inflasi dan pengangguran.  
Sektor fiskal atau pajak menjadi vital terhadap perekonomian Indonesia 
dikarenakan pajak merupakan sumber penghasilan utama dalam rangka 
membiayai pembangunan di Indonesia. Pengkajian terhadap target-target 
pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan nasional erat kaitannya 
dengan faktor-faktor yang dapat mepengaruhi penerimaan pajak sebagai sumber 
pembiayaannya. Hal tersebut mebuat pemerintah menjalankan dua fungsi pajak 
yaitu budgeter dan regulered. 
Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas 
pengertian tersebut, pajak seharusnya memiliki maksud dalam memberikan ruang 
pembangunan fasilitas publik guna mensejahterakan rakyatnya. Optimalnya 
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pembangunan dengan sasaran yang obyektif akan mengurangi berbagai 
permasalahan-permasalahan dalam level mikro. Akselerasi pembangunan, selain 
telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga telah mneningkatkan pendapatan 
seseorang (Fitriani dan Saputra, 2016:136). 
      Tabel 2. Sumber Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pajak Penghasilan 
Pasal 21, Penerimaan Pajak Penghasilan, Dan Penerimaan Seluruh 
Sektor Pajak. 















2011 66.751,56 431.122,00 873.874,00 1.210.599,70 
2012 79.599,44 465.069,60 980.518,10 1.338.109,60 
2013 90.162,28 506.442,80 1.077.306,70 1.438.891,10 
2014 105.650,63 546.180,90 1.146.865,80 1.550.490,80 
2015 114.480,16 602.308,13 1.240.418,86 1.508.020,37 
    Sumber: Kementrian Keuangan Indonesia dan BPS, diolah 
Tabel 2. membuktikan bahwa instrumen pajak memberikan kontribusi yang 
besar terhadap penerimaan negara. Tanpa pajak, maka akan sulit bagi pemerintah 
dalam merealisasikan target-target pembangunan disetiap tahun masa 
pemerintahan dengan efisien. Penerimaan dari sektor pajak penghasilan 
memberikan kontribusi mencapai hampir 50% pada setiap tahunnya. Angka 
tersebut memberikan gambaran bahwa sektor pajak penghasilan yang dikenakan 
terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan 
penghasilan sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 Tentang Pajak 
Pajak Penghasilan memiliki potensi sebagai instrumen penerimaan negara yang 
harus dikelola dengan semaksimal mungkin. 
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Kontribusi pajak penghasilan pasal 21 terhitung naik dari tahun ke tahun. Pada 
tahun 2011 kontribusi pajak penghasilan pasal 21 terhadap pajak penghasilan 
mencapai 15,48%. Tiga tahun berikutnya pajak penghasilan pasal 21 terus 
memberikan trend positifnya yang mencapai 2012 17,11%; 2013 17,80%; dan 
2014 19,34%. Trend negatif kembali ditunjukan di tahun 2015 yang hanya 
memberikan kontribusi sebesar 19% seiring naiknya tingkat pengangguran di 
Indonesia. Penurunan persentase hanya berkisar diangka 0,3% saja, namun hal 
tersebut sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah bersikap dalam setiap 
penanggulangan masalah ekonomi makro agar turunnya setiap persentase bukan 
disebabkan oleh variabel ekonomi makro lain. 
Penyelamatan kontribusi pajak penghasilan pasal 21 sebagai salah satu 
instrumen dalam pendapatan negara perlu mendapat perhatian secara khusus agar 
rancangan tahun berjalan dapat terealisasi dengan penuh. Ketika sektor pajak 
penghasilan (dalam hal ini pajak penghasilan pasal 21) dinaikan, maka 
pendapatan rill masyarakat akan turun, hal tersebut juga berakibat pada turunnya 
konsumsi masyarakat (Case dan Fair, 2007:288). Ketika pemerintah menurunkan 
sektor pajak penghasilan, maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat 
disertai tingkat konsumsi masyarakat. Terlebih lagi menurut Yustika (2007:281), 
kenaikan pendapatan nasional bersumber dari naiknya konsumsi, investasi, 
kenaikan belanja pemerintah, kenaikan ekspor, dan penurunan impor.  
Pajak penghasilan pasal 21 dapat dijadikan instrumen penting pemerintah 
dalam menetapkan pilihan kebijakan fiskal untuk menstabilkan keadaan ekonomi. 
Ketika tekanan perekonomian datang dengan naiknya harga bahan kebutuhan 
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pokok akibat adanya krisis, sudah barang tentu sektor pengusaha akan 
menghadapi dilematis akibat beratnya ongkos produksi, menurunnya permintaan 
serta tekanan para pekerja dalam tuntutan naiknya upah. Keadaan tersebut 
setidaknya akan mengubah keadaan realisasi penerimaan pajak pasal 21 terhadap 
rancangannya dan secara signifikan dapat mengubah sektor ekonomi makro 
lainnya. Realisasi penerimaan pajak pada dasarnya sangat bergantung pada situasi 
perekonomian domestik dan internasional. Perekonomian yang sedang tumbuh 
akan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak (Amir dan Hastiadi, 
2015:142-143). 
Realisasi penerimaan pajak pasal 21 dapat terserap dengan maksimal apabila 
pemerintah dapat dengan cepat menanggulangi permasalahan ekonomi yang 
terjadi. Penelitian yang dilakukan Lebukan (2011:1) menyatakan, bahwa pajak 
merupakan penerimaan negara paling potensial bagi kelangsungan pembangunan 
negara karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya 
perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Sebagai negara yang 80% 
pendapatannya bersumber dari pajak sudah barang tentu permasalahan masalah 
ekonomi makro menjadi fokus pemerintah dalam penyelesaiannya agar tidak 
terjadi ketimpangan yang cukup signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak, 
khususnya pajak penghasilan pasal 21 yang ikut mempengaruhi tingkat konsumsi 
nasional. 
Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk 
membahas permasalahan yang telah dijabarkan sebagai bahan dalam pemecahan 
persoalan akibat adanya masalah ekonomi makro dengan penelitian bentuk skripsi 
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yang berjudul “Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Intervening”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran? 
2. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21? 
3. Apakah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap realisasi 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21? 
4. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 melalui pengangguran sebagai variabel intervening? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti bertujuan untuk: 
1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap pengangguran. 
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap realisasi 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21. 
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengangguran terhadap 
realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21. 
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap realisasi 





D. Kontribusi Penelitian 
1. Kontribusi Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya pajak 
penghasilan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan penelitian 
yang sudah ada. Memperdalam mempun mengkonfirmasi kajian teoritis dan 
empiris terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang erat 
dikaitkan dengan permasalahan ekonomi makro. 
2. Kontribusi Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 dengan pengangguran sebagai variabel intervening. 
3. Kontribusi Kebijakan 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa 
informasi bagi pemerintah dalam merespon permasalahan ekonomi makro 
yang berkaitan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dalam 
mengelola kebijakan. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan gambaran umum mengenai isi dari penelitian 
secara menyeluruh. Penelitian ini terdiri atas lima bab yang masing-masing 




BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan 
masalah ataupun alasan-alasan yang menjadi tema penelitian. Selain 
itu, penulis juga menjelaskan rumusan masalah yang akan dicari 
jawabannya melalui analisis data, tujuan penelitian, kontribusi 
penelitian baik dilihan secara akademis maupun praktis, serta 
sistematika pembahasan penelitian ini. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi landasan teori yang mendasari penelitian sebagai 
penjelasan berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan yang 
digunakan peneliti sebagai dasar menjawab permasalahan, hubungan 
antar variabel, serta konseptual dari perumusan hipotesis penelitian. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi mengenai prosedur dalam menjawab permasalahan 
yang dirumuskan dengan menggunakan jenis penelitian, lokasi 
penelitian, variabel dan pengukurnya, populasi dan sampel, sumber 
data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian. 
BAB IV: PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana hasil penelitian 
dan pembahasan data yang telah diproses dengan menggunakan 
deskripsi statistik antara variabel bebas dan variabel terikat. dalam 
bab ini juga akan diuraikan hasil analisis data, pengujian berbagai 
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asumsi klasik yang harus dipenuhi, interprestasi hasil penelitian yang 
berisi jawaban dari seluruh rumusan masalah, serta berbagai 
keterbatasan yang ditemui peneliti selama menjalankan penelitian. 
BAB V: PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan atas rangkuman isi penelitian dan 





A. Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan Ferdiawan pada tahun 2015 dengan judul 
“Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, dan Nilai Tukar Kurs 
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”, bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
variabel makroekonomi berdasarkan tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai 
tukar kurs rupiah terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian yang akan 
dilakukan menggunakan variabel inflasi, penerimaan pajak penghasilan pasal 21, 
dan pengangguran, sedangkan penelitian Ferdiawan menggunakan variabel 
inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar kurs dan penerimaan pajak penghasilan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data per semester tahun 
2008 sampai 2016, sedangkan penelitian Ferdiawan menggunakan data perbulan 
dari tahun 2005 sampai 2014. Metode penelitian yang akan digunakan dalam 
penelitan ini menggunakan metode analisis jalur, sedangkan penelitian yang 
dilakukan Ferdiawan menggunakan metode regresi linear berganda. Pembaharuan 
dalam penelitian ini yaitu data inflasi yang digunakan merupakan data per 
semester dari tahun 2008-2016 dan penelitian ini menggunakan pengangguran 
sebagai variabel intervening. 
Penelitian yang dilakukan Ningsih pada tahun 2010 dengan judul “Pengaruh 
Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 
Tahun 1988-2008”, bertujuan untuk menganalisis faktor inflasi dan pertumbuhan 
ekonomi yang mempengaruhi pengangguran di Indonesia. Penelitian yang akan 
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dilakukan menggunakan variabel inflasi, penerimaan pajak penghasilan pasal 21, 
dan pengangguran, sedangkan penelitian Ningsih menggunakan variabel inflasi, 
pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan data per semester tahun 2008 sampai 2016, sedangkan 
penelitian Ningsih menggunakan data pada tahun 1988 sampai 2008. Metode 
penelitian yang akan digunakan dalam penelitan ini menggunakan metode analisis 
jalur, sedangkan penelitian yang dilakukan ningsih menggunakan metode analisis 
regresi linier berganda. Pembaharuan dalam penelitian ini yaitu data inflasi dan 
pengangguran yang digunakan merupakan data per semester dari tahun 2008-2016 
dan penelitian ini menjadikan pengangguran sebagai variabel intervening. 
Penelitian yang dilakukan Mulyati pada tahun 2009 yang berjudul “Analisis 
Hubungan Inflasi dan Pengangguran di Indonesia Periode 1985-2008: Pendekatan 
Kurva Philips”, bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap 
pengangguran di Indonesia melalui pendekatan kurva Philips mulai dari tahun 
1985 hingga tahun 2008. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel 
inflasi, penerimaan pajak penghasilan pasal 21, dan pengangguran, sedangkan 
penelitian Ningsih menggunakan variabel inflasi dan pengangguran. Penelitian 
yang akan dilakukan menggunakan pengangguran sebagai variabel intervening, 
sedangkan penelitian yang Mulyati lakukan menggunakan pengangguran sebagai 
variabel terikat. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data per 
semester tahun 2008 sampai 2016, sedangkan penelitian Mulyati menggunakan 
data pada tahun 1985 sampai 2008. Metode penelitian yang akan digunakan dalam 
penelitan ini menggunakan metode analisis jalur, sedangkan penelitian yang 
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dilakukan Mulyati menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dan Granger 
Causalitu Test. Penelitian yang dilakukan Mulyati juga menggunakan Chow 
Breakpoint Test untuk mengetahui pengaruh krisis ekonomi 1997-1998. 
Pembaharuan dalam penelitian ini yaitu data inflasi dan pengangguran yang 
digunakan merupakan data per semester dari tahun 2008-2016, penelitian ini 
menggunakan pengangguran sebagai variabel intervening dan penelitian ini 
menggunakan pajak penghasilan pasal 21 sebagai variabel terikat. 
Penelitian yang dilakukan Nasution pada tahun 2008 yang berjudul “Analisis 
Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Di Provinsi 
Sumatera Utara”, bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh jumlah wajib 
pajak, inflasi dan pendapatan perkapita terhadap pajak penghasilan orang pribadi. 
Penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel inflasi, penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21, dan pengangguran, sedangkan penelitian Nasution 
menggunakan variabel jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, wajib 
pajak orang pribadi, tingkat inflasi dan pendapatan perkapita. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan data per semester tahun 2008 
sampai 2016, sedangkan penelitian Nasution menggunakan data triwulan dari 
tahun 2000 sampai 2007 dengan lokasi penelitian di Sumatera Utara. Metode 
penelitian yang akan digunakan dalam penelitan ini menggunakan metode analisis 
jalur, sedangkan penelitian yang dilakukan Nasution menggunakan metode regresi 
linear berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS). Pembaharuan dalam 
penelitian ini yaitu data inflasi dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang 
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digunakan merupakan data per semester dari tahun 2008-2016 dan penelitian ini 
menggunakan pengangguran sebagai variabel intervening. 
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B. Kajian Teori 
1. Inflasi 
a. Pengertian Inflasi 
Para ahli menyimpulkan definisi inflasi menjadi beberapa makna, 
berikut adalah definisi atau pengertian inflasi menurut beberapa ahli: 
1) Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi meningkatnya harga-
harga pada umumnya, atau suatu keadaan dimana terjadi turunnya 
nilai mata uang. Inflasi terjadi karena semakin meningkatnya 
jumlah uang yang beredar dalam masyarakat (Manullang, 1993:83) 
2) Inflasi sebagai kecenderungan kenaikan harga secara umum. 
Kecenderungan yang di maksud adalah bahwa kenaikan tersebut 
tidak terjadi sesaat. Kenaikan harga sesaat tidak dianggap sebagai 
inflasi (Djohanputro, 2006:147). 
3) Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-
produk secara keseluruhan. Tingkan inflasi yang tinggi biasanya 
dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas (overheated). 
Artinya, kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang 
melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga 
cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi 
menyebabkan penurunan daya beli uang (purchasing power of 
money). Di samping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi 
pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya. 
Sebaliknya, jika tingkat inflasi suatu negara mengalami penurunan, 
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maka hal ini merupakan sinya positif bagi investor (Tendelilin, 
2001:212-213). 
4) Inflasi adalah suatu keadaan yang mana harga barang dan jasa 
secara keseluruhan naik, sehingga mengakibatkan nilai uang turun. 
Definisi lain, inflasi terjadi apabila tingkat harga dan biaya-biaya 
umum naik (Samuelson, 2000:296). 
Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa inflasi 
adalah suatu keadaan dimana terlalu banyak uang yang beredar di 
masyarakat, sehingga mengakibatkan harga-harga dan biaya-biaya umum 
mengalami kenaikan yang signifikan. Inflasi juga mengakibatkan 
menurunnya nilai mata uang suatu negara dan melemahnya daya beli 
terhadap uang yang telah diinvestasikan. 
 
b. Jenis-Jenis Inflasi 
Inflasi mempunya beberapa jenis yang harus diketahui, jenis-jenis 
tersebut dibagi menjadi tiga jenis (Nopirin, 1993:293), yaitu: 
1) Inflasi Merayap (Creeping Inflation) 
Inflasi jenis ini biasanya ditandai dengan laju inflasi rendah 
(kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara 
lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka relatif 
lama. 
2) Inflasi Menengah (Galloping Inflation) 
Inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup 
besar (biasanya double digit atau bahkan triple digit) dan kadang 
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kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunya 
sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu atau bulan ini lebih 
tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Efeknya 
terhadap perekonomian lebih berat dari pada inflasi merayap. 
3) Inflasi Tinggi (Hyperinflation) 
Inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. 
Harga-harga naik sampai 5-6 kali. Masyarakat tidak lagi 
berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan 
tajam sehingga ingin ditukar dengan barang. Perputaran uang 
semakin cepat, harga niak secara akselerasi. Biasanya keadaan ini 
timbul apabila pemerintah mengalami struktur anggaran belanja 
(misalnya timbul akibat perang) yang dibiayai atau ditutup dengan 
mencetak uang. 
Jenis-jenis inflasi dapat dikelompokan berdasarkan “parah-tidaknya” 
inflasi dan berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi (Nainggolan, 
2005:68-69). Berdasarkan “parah-tidaknya” , inflasi dapat dikelompokan 
menjadi: 
1) Inflasi ringan (dibawah 10% setahun) 
2) Inflasi Sedang (antara 10%-30% setahun) 
3) Inflasi berat (antara 30%-100% setahun) 







c. Penyebab Terjadinya Inflasi 
Inflasi terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor 
penyebab inflasi yang biasa terjadi adalah kenaikan bahan bakar minyak 
(BBM). Kenaikan harga secara umum bahan bakar minyak (BBM) sesuai 
dengan definisi inflasi yaitu suatu keadaan dimana terjadi peningkatan 
harga-harga pada umumnya. Penyebab inflasi ada tiga faktor (Suseno, 
1997:53-57), yaitu: 
1) Sektor Moneter 
Sektor ini sangat dikaitkan erat dengan tumbuhnya jumlah uang 
yang beredar di dalam masyarakat dan pelaku yang diduga sebagai 
yang memperbesar jumlah uang yang beredar di masyarakat adalah 
bank. 
2) Sektor Riil 
Sektor riil menunjukan bahwa sektor ini mempunyai andil dalam 
menentukan stabilitas ekonomi suatu negara, terutama laju inflasi 
di negara Indonesia. Kenaikan yang terjadi pada sektor pangan 
mengakibatkan efek domino pada sektor-sektor yang lainnya, 
sehingga berakibat pada inflasi yang lebih tinggi. Hal tersebut juga 
berlaku pada sektor transportasi, telekomunikasi, prasarana jalanm 
investasi dan perdagangan, 
3) Penawaran dan Permintaan. 
Berdasarkan sektor ini inflasi terjadi karena sektor penawaran dan 
permintaan mengalami kenaikan yang diatas ambang wajar. Pada 
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sisi penawaran inflasi dapat terjadi karena naiknya biaya produksi 
(cost push inflation), sedangkan pada sisi penawaran inflasi dapat 
terjadi karena daya konsumsi masyarakat akan suatu barang sangat 
berlebihan, dengan kata lain permintaan masyarakat dapat 
dikatakan sudah melampaui batas wajar. 
Faktor-faktor yang menyebabkan inflasi juga ada tiga (Mankiw, 
2006:21), yaitu: 
1) Sektor Ekspor-Impor 
Inflasi bisa terjadi apabila pada suatu negara, ekspor yang 
dilakukan lebih besar daripada sektor impor. Tentu saja hal tersebut 
akan mengakibatkan tekanan inflasi, tekanan inflasi terjadi karena 
jumlah uang akibat penerimaan devisa menjadi semakin banyak 
dan berakibat pada beredarnya uang yang berlebihan di 
masyarakat. 
2) Sektor Penerimaan dan Pengeluaran Negara 
Inflasi terjadi karena akibat dari pengeluaran suatu negara yang 
defisit. Hal tersebut terjadi karena pengeluaran pemerintah jauh 
lebih besar dari pada penerimaan pemerintah. Hal tersebut memicu 
pemerintah untuk mencetak uang baru untuk menutupi defisit yang 






3) Sektor Swasta 
Pengeluaran kredit dalam jumlah yang cukup besar untuk 
memenuhi permintaan kredit swasta juga dapat menyebabkan 
terjadinya inflasi. 
Menurut teori diatas, penyebab inflasi menurut peneliti adalah hal-hal 
berikut:  
1) Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 
Akibat dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) akan 
menyebabkan naiknya harga ongkos produksi sehingga barang-
barang kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder hingga kebutuhan 
tersier mengalami kenaikan harga 
2) Fenomena Global 
Hal ini dapat memberikan dampak tidak langsung dengan 
keterkaitannya negara Indonesia yang termasuk dalam negara 
yang berkembang. Hal tersebut mengartikan bahwa Indonesia 
masih bergantung serta dikontrol oleh negara-negara lain. 
Sehingga saat adanya krisis suatu negara khususnya negara maju, 
sektor ekonomi Indonesia juga ikut menerima guncangan. 
3) Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok 
Hal ini menitikberatkan pada nilai keseimbangan harga yang ada 
di Indonesia. Memberikan kesempatan terhadap jumlah uang akan 




4) Gaya Hidup Yang Konsumtif 
Gaya hidup masyarakat yang cenderung menghambur-hamburkan 
uangnya untuk kebutuhan yang dinilai kurang perlu. Budaya 
tersebut akan membuat peredaran uang yang semestinya menjadi 
simpanan akan beredar di masyarakat. 
5) Pengeluaran Pemerintah Yang Lebih Besar Dari Pendapatan 
Pemerintah 
Keberlangsungan kegiatan ekonomi pembangunan pemerintah 
yang tidak diimbangi dengan pemasukan pendapatan akan 
melibatkan pihak ke tiga dalam hal ini Bank Indonesia untuk 
mencetak uang untuk menutupi kegiatan tersebut. Sehingga yang 
terjadi adalah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. 
 
d. Teori Inflasi 
1) Kurva Phillips 
Hubungan jangka pendek antara inflasi dengan pengangguran 
sering disebut dengan kurva Phillips. Kurva Phillips menawarkan 
pilihan kebijakan ekonomi kepada pembuatan kebijakan. Pembuat 
kebijakan mungkin menginginkan pengangguran yang rendah 
sekaligun inflasi yang rendah pula, tetapi data-data historis, 
sebagaimana yang di ikhtisarkan oleh kurva Phillips, mengindikasikan 
bahwa kombinasi ini tidak mungkin. Pembuatan kebijakan 
menghadapi trade-off antara inflasi dengan pengangguran, dan kurva 










Sumber: Jossa (1986), diolah. 
Gambar 2. Kurva Phillips 
 
Kurva Phillips semata-mata memperlihatkan kombinasi-kombinasi 
inflasi dan pengangguran yang muncul dalam jangka pendek saat 
pergerakan kurva permintaan agregat menggerakan perekonomian 
sepanjang kurva penawaran agregat. Semakin tinggi permintaan 
agregat untuk barang dan jasa, semakin tinggi output dari 
perekonomian dan semakin tinggi tingkat harga secara keseluruhan. 
Dalil Okun memberitahu kita bahwa output yang lebih besar berarti 
tingkat pengangguran yang lebih besar. Selain itu semakin tinggi 
tingkat harga tahun berjalan, semalin tinggi pula tingkat inflasi. 
Kenaikan permintaan agregat menggerakan perekonomian sepanjang 
kurva Phillips mewakili pengangguran yang lebih rendah dan inflasi 
yang lebih tinggi (Mankiw, 2000:438). 
Hubungan negatif antara inflasi dengan pengangguran berlaku 
dalam jangka pendek tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh para 
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pembuat kebijakan dalam jangka panjang. Pembuat kebijakan dapat 
mengimplementasikan kebijakan moneter ekspansif untuk 
menurunkan tingkat pengangguran hanya untuk waktu yang singkat, 
karena pada akhirnya pengangguran akan kembali pada tingkatan 
alamiah. Seperti yang anda ketahui bahwa kurva penawaran agregat 
menjelaskan bahwa kenaikan harga barang dan jasa akan menaikan 
kuantitas harga sedangkan kurva penawaran agregat menjelaskan 
kenaikan harga tidak mempengaruhi kuantitas barang dan jasa 
(Menkiw, 2000:445). 
Memperhatikan sejarah inflasi dan pengangguran dari tahun 1961 
hingga tahun 1973,  pada akhirnya hubungan trade-off terhadap dua 
variabel ini mulai retak sekitar tahun 1970-an. Ekspetasi masyarakat 
menyangkut inflasi terbukti dalam realita, dan pengangguran kembali 
melonjak ke kisaran 5% hingga 6%. Kurva Phillips jangka panjang 
menurut Friedman dan Phelps menjelaskan tidak adanya trade-off 
antara inflasi dan pengangguran. Pertumbuhan jumlah uang beredar 
menentukan laju inflasi. Terlepas dari besar kecilnya inflasi, 
pengangguran cenderung berada pada tingkat alamiah. Jika 
pemerintah menaikan jumlah uang beredar secara cepat, laju inflasi 
akan tinggi, dan pengangguran cenderung pada level normalnya 
(Menkiw, 2000:442-449). 
Pendapat Friedman dan Phelps didasarkan pada prinsip klasik dari 
makroekonomi. Teori klasik menganggap bahwa jumlah uang beredar 
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dianggap sebagai penentu inflasi yang paling penting. Kurva Phillips 
jangka panjang yang vertikal mengilustrasikan kesimpulan bahwa 
dalam jangka panjang tingkat pengangguran tidak terpengaruh oleh 
pertumbuhan jumlah uang beredar dan laju inflasi. Hal-hal tersebut 
dimungkinkan karena kenaikan harga umum meningkat, laju inflasi 
dalam tingkatan harga relatif terhadap tingkat harga tahun 
sebelumnya, sedangkan perusahaan membutuhkan lebih sedikit 
pekerja untuk memproduksi output yang lebih kecil. Hal tersebut 
mengakibatkan penawaran agregat menghasilakan tingkat 
pengangguran yang lebih kecil dengan inflasi yang juga lebih tinggi 
(Menkiw, 2000:441-450). 
 
e. Dampak Inflasi Terhadap Kegiatan Ekonomi Masyarakat 
Dampak yang akan ditimbulkan akibat terjadinya inflasi pada kegiatan 
ekonomi masyarakat adalah banyaknya usaha-usaha kecil yang gulung 
tikar, daya beli terhadap suatu barang cenderung melemah karena 
mahalnya harga barang-barang tersebut, dan kemiskinan serta 
pengangguran yang meningkat seiring dengan keadaan yang terjadi. 
Dampak inflasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Mankiw, 
2006:24), yaitu: 
1) Terhadap Konsumen 
Inflasi yang mengakibatkan harga semua barang naik dari 
harga biasanya akan mengakibatkan pola konsumsi para konsumen 
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menjadi berubah sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan. 
Sebagai contoh adalah: 
a) Kuantitas barang yang berubah, dari biasanya mengkonsumsi 5 
buah, sekarang berubah menjadi hanya 3 buah saja. 
b) Adanya perubahan dalam hal merk, yang biasanya 
menggunakan merk terkenal menjadi hanya menggunakan 
merk yang lebih murah, 
Pengurangan pada jumlah barang dan peralihan dari merk satu ke 
merk lainnya akan mengakibatkan perusahaan terkait akan menjadi 
lesu dan sepi konsumen, dalam hal tersebut berakibat pada 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para pegawai perusahaan 
tersebut. 
2) Terhadap Produksi 
Dampak inflasi mengakibatkan tingkat produksi suatu 
perusahaan menjadi menurun, penurunan tersebut disebabkan 
karena hal-hal berikut: 
a) Kenaikan harga akan mengurangi kemampuan produsen untuk 
membeli bahan baku yang dibutuhkan untuk hasil produksi. 
Kekuarangan bahan baku tersebut akan mengakibatkan 
berkurangnya jumlah hasil produksi suatu perusahaan. 
b) Tingginya tingkat bunga pada saat terjadinya inflasi akan 




c) Munculnya suatu sikap dari produsen yang bersifat spekulatif 
diantaranya yaitu mengarahkan modalnya kepada investasi 
baru yang lebih menjanjikan, dan kewajiban produksi yang 
berkurang akan mengakibatkan terjadinya Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK). 
3) Terhadap Distribusi 
Dampak inflasi terhadap kegiatan pendistribusian 
pendapatan masyarakat menjadi terganggu, karena orang yang 
berpenghasilan tetap, secara riil pendapatannya akan mengalami 
kemerosotan dan untuk menutupi hal tersebut banyak diantara 
mereka yang menggunakan tabungannya dan berhutang kepada 
bank. Atas dasar tersebut akan memperlebar kesenjangan antara 
distribusi pendapatan diantara anggota-anggota masyarakat yang 
lain, sehingga dampaknya akan menjadi terkait antara konsumen, 
produsen dan pihak-pihak lainnya. 
 
f. Indeks Harga Konsumen 
Ideks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks untuk menghitung 
rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang di 
konsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan 
indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK 
dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau 
penurunan (deflasi) dari barang atau jasa (bps.go.id). 
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Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukan 
tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu 
periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga 
barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode 
tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot 
berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling 
penting diberi bobot yang paling besar (Rahardja dan Manurung, 
2008:173). 
Di Indonesia badan yang bertugas untuk menghitung IHK adalah Badan 
Pusat Statistik (BPS). Perhitungan IHK dimulai dengan mengumpulkan 
harga dari ribuan barang dan jasa. Jika PDB mengubah jumlah berbagai 
barang dan jasa menjadi sebuah angka tunggal untuk mengukur nilai 
produksi, IHK mengubah berbagai harga barang dan jasa menjadi sebuah 
indeks yang tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga 
(id.wikipedia.org). Adapun untuk menghitung laju inflasi berdasarkan IHK 
dengan menggunakan formula dibawah ini. 






a. Definisi Pengangguran 
Beberapa ahli mendefinisikan pengangguran sebagai mereka yang 
tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kategori 
orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki 
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pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Usia kerja biasanya adalah 
usia yang tidak dalam masa sekolah tetapi diatas usia anak-anak (relatif di 
atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD – tamat SMU). Sedangkan 
sebagai penganggur, meski hal ini masih banyak yang 
memperdebatkannya (Putong, 2003:264). 
Pengangguran didefinisikan sebagai keadaan tanpa pekerjaan yang 
dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari 
pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi 
masalah tersebut disebut penganggur (Sukirno, 2011:355). Faktor utama 
yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. 
Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari 
keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para 
pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar 
permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang akan mereka 
wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah 
penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat 
diantara tingkat pendapatan nasional yang mencapai (GDP) dengan 
penggunaan tenaga kerja yang dilakukan; semakin tinggi pendapatan 
nasional (GDP), semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam 
perekonomian. 
 
b. Penyebab Pengangguran 




1) Penganguran normal atau fraksional 
Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua 
atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah 
dipandang mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 
dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau 
fraksional. Penganggur yang tidak ada pekerjaan bukan karena tidak 
dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang 
lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, 
pengangguran akan rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya 
pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha 
menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para 
pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari 
pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan 
keahliannya. Proses dalam mencari pekerjaan baru untuk sementara 
para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah 
yang digolongkan dalam pengangguran normal atau fraksional. 
2) Pengangguran siklikal 
Perekonomian tidak selalu berkembang dengan baik. Adakalanya 
permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha 
menaikan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan 
pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan 
agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara 
produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan 
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kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan 
efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang akan 
juga mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksi. 
Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-
perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, 
sehingga pengangguran akan bertambahh. Pengangguran dengan 
wujud tersebut dinamakan pengangguran silklikal. 
3) Pengangguran Struktural 
Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan 
terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. 
Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor 
berikut: munculnya barang baru yang lebih baik; kemajuan teknilogi 
mengurangi permintaan atas barang tersebut; biaya pengeluaran sudah 
sangat tinggi dan tidak mampu bersaing; dan ekspor produksi industri 
itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari 
negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan 
produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagau pekerja 
terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran, pengangguran 
sebagai wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. 






4) Pengangguran teknologi 
Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian 
tenaga kerja manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun 
ilalang dan rumput misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga 
kerja utuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. 
Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk 
membuang lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan 
memungut hasil. Sedangkan pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah 
menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan 
oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan 
pengangguran teknologi. 
 
c. Pengangguran Berdasarkan Cirinya 
Pengangguran dibagi kedalam empat kelompok berdasarkan cirya 
(Sukirno, 2011:330-331), yaitu: 
1) Pengangguran Terbuka 
Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan 
pekerjaanyang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai 
akibatnya dalam perkonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja 
yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di 
dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan 
suatu pekerjaan. Apabila mereka menganggur secara nyata dan separu 
waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. 
Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan 
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ekonomi yang menrun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi 
penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran 
perkembangan suatu industri. 
2) Pengangguran Tersembunyi 
Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. 
Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga 
kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor. Faktor yang 
perlu dipertimbangkan adalah: besar kecilnya perusahaan, jenis 
kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh 
ataukah intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak 
negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam 
suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari jumlah sebenarnya, 
diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. 
Kelebihan tenaga kerja yang digunakan untuk digolongkan dalam 
pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya adalah pelayan restoran 
yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan 
anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat 
kecil. 
3) Pengangguran Bermusim 
Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan 
perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat 
melakukan pekerjaan mereka dan dengan terpaksa mereka 
menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat 
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mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani 
tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah 
menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan, 
dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa 
menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai 
pengangguran bermusim. 
4) Setengah Menganggur 
Pada negara-negara berkembang penghijrahan atau imigrasi dari 
desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibat tidak semua orang 
yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. 
Sebagiannya terpaksa menjadu penganggur sepenuh waktu. Disamping 
itu ada pula yang tidaj menganggur, tetapi tidak pula berjalan sepenuh 
waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang 
normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari 
seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang 
mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini dogolongkan 
sebagai setengah menganggur (underemployed).  
 
3. Pajak 
a. Pengertian Pajak 
Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan 
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secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
Terdapat beberapa pengertian pajak lain menurut beberapa ahli, 
diantaranya adalah: 
(1) Pengertian pajak adalah iuaran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2011:1). 
(2) Pengertian pajak sebagai pemindahan sumber daya privat 
(perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumberdaya tersebut 
akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor 
privat (Suandy, 2011:1). 
(3) Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari 
kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, 
dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 
sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah 
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari 
negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum 
(Djajadiningrat dalam Halim, Bawono & Dara, 2014:2). 
 
(4) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan 
perundang-undangan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, 
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yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan 
tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Adriani dalam 
Waluyo, 2011:12). 
Berdasarkan beberapa pengertian pajak diatas dapat disimpulkan 
bahwa pajak merupakan iuaran wajib yang yang diberikan untuk negara 
secara memaksa yang bersifat kontraprestasi dan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 
b. Fungsi Pajak 
Fungsi Pajak menurut dibagi menjadi dua bagian (Resmi, 2008:3), 
yaitu: 
1) Fungsi Anggaran (Budgetair) 
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan 
tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara 
membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. 
Saat ini pajak digunakan untuk membiayai rutin seperti belanja 
pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. 
2) Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan sosial dan ekonomi 
melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi ini, pajak bisa digunakan 
menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, dalam 
rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan 
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bea masuk yang tinggi terhadap produk luar negeri. Selain itu 
untuk menekan ketergantungan masyarakat pada minuman keras 
maka ditetapkan pajak yang sangat tinggi. 
 
c. Pengelompokan Pajak 
Jenis pajak dapat dikelompokan menjadi tiga bagian (Mardiasmo, 
2006:5-6), sebagai berikut: 
1) Pajak Menurut Golongannya 
a) Pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 
orang lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan. 
b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 
2) Pajak Menurut Sifatnya 
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib 
Pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 
tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 




3) Pajak Menurut Lembanga Pemungutnya 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 
daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak 
Kabupaten/Kota. 
 
d. Tata Cara Pemungutan Pajak 
Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, menurut 
Waluyo (2013:16-17) adalah sebagai berikut: 
1) Stelsel Nyata (riil stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 
sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 
yakni setelah penghasilan yang dikenakan lebih realistis. 
Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir 
periode (setelah penghasilan riil diketahui) 
2) Stelsel Anggapan (fictive stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap 
sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak 
telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun 
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pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dibayar selama 
tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya 
adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 
sesungguhnya. 
3) Stelsel Campuran 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 
suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 
disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya 
pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut 
anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekuarangan. 
Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya 
dapat diminta kembali. 
 
e. Asas Pemungutan Pajak 
Tiga asas pemungutan pajak (Resmi, 2005:9-10), yaitu: 
1) Asas Domisili (asas tempat tinggal) 
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 
seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di 
wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri 
maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap Wajib 
Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia 
(Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh 
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penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar 
Indonesia. 
2) Asas Sumber 
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 
tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh 
penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang 
diperolehnya. 
3) Asas Kebangsaan 
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 
kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di 
Indonesia dekenakan atas setiap orang asing yang bukan 
berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. 
 
f. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, menurut Waluyo 
(2011:17) yaitu: 
1) Official Assessment System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan 
wewenang keapada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 
pada fiskus. 
b) Wajib pajak bersifat pasif 
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c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 
oleh fiskus 
2) Self Assessment System 
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan 
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak 
untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan 
sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 
3) With Holding System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan 
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 
besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
 
4. Pajak Penghasilan Pasal 21 
a. Pengertian Penghasilan 
Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan 
perubahan keempat ata Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan mengartikan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik 
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Suandy 
(2011:82) mengartikan penghasilan sebagai penambahan aset atau 
penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 
berasal dari kontribusi penanaman modal. 
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Melalui penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa penghasilan 
merupakan setiap tambahan ekonomis seseorang yang dapat digunakan 
untuk konsumsi atau melakukan kegiatan ekonomi yang berasal dari dalam 
maupun luar negeri. 
 
b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 
Subjek pajak atau penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pihak-
pihak berikut (Halim, Bawono & Dara, 2014:91): 
(1) Pegawai. 
(2) Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, 
tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. 
(3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain 
meliputi: 
a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, 
dan aktuaris. 
b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang 
film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto 
model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, 




d) Penasihat, pelajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan 
moderator. 
e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 
f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer 
dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, 
ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu penelitian. 
g) Agen iklan. 
h) Pengawas atau pengelola proyek. 
i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang 
menjadi perantara. 
j) Petugas penjaja barang dagangan. 
k) Petugas dinas luar asuransi. 
l) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling 
dan kegiatan sejenisnya. 
(4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 
sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, antara lain 
meliputi di bawah ini: 
a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain 
perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan perlombaan lainnya. 




c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagi 
penyelenggara kegiatan tertentu. 
d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. 
e) Peserta kegiatan lainnya. 
c. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 
Tidak termasuk dalam pengertian subjek (penerima) penghasilan yang 
dipotong Pajak Pengasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah: 
1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari 
negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 
yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan 
syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak 
menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau 
pekerjaan tersebut serta negara bersangkutan memberikan 
perlakuan timbal balik. 
2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang 
telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan 
Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau 
kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. 
 
d. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 
Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut 
(Halim, Bawono & Dara, 2014:93): 
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1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegaiwai tetap, baik 
berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 
2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara 
teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lain sejenisnya. 
3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 
penghasilan sehubungan dengan uang pensiun yang diterima secara 
sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan 
hari tua dan pembayaran lain sejenis. 
4) Penghasilan pegawai tidak tetap dab tenaga kerja lepas, berupa 
upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau 
upah yang dibayarkan secara bulanan. 
5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, 
komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam 
bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, 
dan kegiatan yang dilakukan. 
6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, 
uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau 
penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan 
sejenis dengan nama apapun. 
7) Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 termasuk 
pula pnerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya 
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: 
a. Bukan Wajib Pajak. 
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b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat 
final. 
c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan 
norma perhitungan kasus (deemed profit). 
 
e. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 
Penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang 
dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah (Sambodo, 2015:91): 
1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan 
asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi 
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi 
beasiswa. 
2) Penerimaan dalam bentuk natura adan/atau kenikmatan dalam 
bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, 
penghasilan sebagaimana dimaksud (kecuali natura) dan/atau 
kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan 
Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau wajib pajak yang 
dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan 
khusus (deemed profit). 
3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang 
pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan 
hari tua, atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara 
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tunjangan hari tua atau badan pnyelenggara jaminan sosial tenaga 
kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. 
4) Zakat yang ditrima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau 
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, 
atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk 
agaman yang diakuin di Indonesia yang diterima oleh orang 
pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau 
disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan 
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-
pihak yang bersangkutan. 
5) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf l 
Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
 
f. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang 
Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Pengkasilan dan 
Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan 
Pekerjaan, Jasa, Kegiatan Orang Pribadi, bahwa pemotong Pajak 
Penghasilan, yaitu: 
1) Pemeberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik 
merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang 
membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan 
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sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh 
pegawai atau bukan pegawai. 
2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau 
pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi 
TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga 
pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar 
Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, 
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 
dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, 
jasa, dan kegiatan. 
3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, 
dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan 
hari tua atau jaminan hari tua. 
4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas serta badan yang membayar: 
a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 
dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang 
pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa 
tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak 




b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 
dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi 
dengan status Subjek Pajak luar negeri. 
c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, 
pelatihan, dan magang. 
5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi 
yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang 
pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, 
yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam 
bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
berkenaan dengan suatu kegiatan. 
 
g. Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 
Pemberi kerja yang tidak termasuk dalam pengertian pemotong Pajak 
Penghasilan Pasal 21 adalah (Mardiasmo, 2011:171): 
1) Kantor perwakilan negara asing. 
2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud pasal 3 
ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 
Tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha 
atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang 
pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan 




C. Hubungan Antar Variabel 
1. Hubungan Inflasi Terhadap Pengangguran 
Inflasi dan pengangguran sepertinya masalah makroekonomi yang 
pada dasarnya akan selalu ada dalam suatu negara terutama di Indonesia. 
Keterkaitan inflasi dan pengangguran seringkali menjadi masalah 
tersendiri seiring keseimbangan dan harapan masyarakat maupun 
pemerintah terhadap rancangan pembangunan saat tahun berjalan. 
Guncangan makroeknomi global yang secara insidental terjadi mencadi 
acaman yang seketika dapat merusak keseimbangan yang sudah dibangun. 
Inflasi yang terjadi merupakan kecenderungan peningkatan harga 
produk-produk secara keseluruhan. Akibat dari situasi tersebut maka 
dampak lain yang dapat ditimbulkan dari adanya inflasi adalah 
berkurangnya pendapatan riil bagi para investor dari investasinya 
(Tendelilin, 2001:212-2013). Inflasi juga memberikan dampak terhadap 
konsumen dan produsen sebagai dampak langsung dalam kegiatan 
ekonomi. Dampak terhadap konsumen dirasakan dengan perubahan pola 
konsumsi terhadap suatu barang sehingga kuantitas produksi yang 
dihasilkan akan berkurang, maka dengan demikian perusahaan akan 
mengambil langkah untuk memberhentikan sebagian pegawainya untuk 
menyesuaikan jumlah permintaan yang ada (Menkiw, 2006:24). Dampak 
terhadap produsen antara lain lebih disebabkan oleh kenaikan harga barang 
baku sampai pada munculnya sifat spekulatif dalam mengarahkan 
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modalnya untuk investasi yang lebih menjanjikan, sehingga rentetan PHK 
tidak dapat dibendung. 
Hubungan jangka pendek antara inflasi dengan pengangguran serinf 
disebut dengan kurva Phillips. Hubungan tersebut menjabarkan hubungan 
trede-off antara inflasi dan pengangguran. Hubungan trade-off yang 
dijabarkan oleh kurva Phillips pada kenyataannya tidak berlaku dalam 
penelitian ini. Friedman dan Phelps menjelaskan tidak adanya trade-off 
tersebut. Kurva Phillips dalam jangka panjang yang vertikal 
mengilustrasikan kesimpulan bahwa dalam jangka panjang tingkat 
pengangguran tidak terpengaruh oleh pertumbuhan uang yang beredar dan 
laju inflasi. Hal-hal tersebut dimungkinkan karena kenaikan harga umum 
yang meningkat dalam tingkatan harga yang relatif lebih tinggi dari 
sebelumnya, sedangkan perusahaan membutuhkan lebih sedikit pekerja 
untuk memproduksi output yang lebih kecil. Hal tersebut akn 
mengakibatkan penawaran agregat menghasilkan tingkat pengangguran 
yang lebih kecil dengan inflasi yang lebih tinggi (Menkiw, 2000:441-450). 
Hipotesis 1 = Ada pengaruh antara inflasi terhadap pengangguran. 
 
2. Hubungan Inflasi Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 
Inflasi yang terjadi erat kaitannya dengan pendapatan riil masyarakat. 
Kenaikan harga yang terjadi dengan adanya inflasi membuat harga 
kebutuhan pokok menjadi naik, biaya hidup akan mahal, hingga 
berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga, serta sudah barang tentu 
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menjadi momok untuk perekonomian nasional (Gilarso, 2008:75). 
Turunnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu barang akibat 
adanya inflasi akan mempengaruhi keseimbangan pasar yang berjalan. 
Konsumsi yang rendah akan berdampak pada tidak terpenuhinya 
pencapaian realisasi penerimaan pajak sektor lain selain pajak penghasilan 
pasal 21.  
Dampak yang terjadi akibat inflasi adalah distribusi pendapatan 
masyarakat akan terganggu. Orang yang berpenghasilan tetap akan 
mengalami kemerosotan, bahkan banyak diantara mereka akan melakukan 
hutang (Mankiw, 2006:24). Penjelasan UU No. 36 Tahun 2008 yang 
mengartikan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi 
atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan 
nama dan dalam bentuk apapun. Keterkaitan inflasi yang berpengaruh 
terhadap konsumsi masyarakat menjelskan bahwa inflasi akan 
berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga dan sudah barang tentu 
menjadi momok untuk perekonomian nasional (Gilarso, 2008:75). 
Masalah inflasi ini akan berakibat pada sektor pajak yang melemah 
(Yustika, 2007:281).  
Hasil penelitian terdahulu Nasution (2008) menyatatakan hal yang 
sama yaitu bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Setiap individu pada 
58 
 
umumnya akan mengurangi pengeluaran bila penghasilannya menurun, 
sedangkan pemerintah pada saat penerimaannya menurun tidak harus 
mengurangi pengeluaran (belanja) karena tindakan mengurangi 
pengeluaran akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat 
sebagai pembayar pajak penghasilan pasal 21. Hal tersebut pada akhirnya 
akan mengakibatkan penerimaan negara semakin berkurang karena 
kecilnya jumlah pajak penghasilan pasal 21 pada khususnya dapat 
dipungut dari masyarakat (Rahayu, 2014:5).  
Hipotesis 2 = Ada pengaruh antara inflasi terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21. 
 
3. Hubungan Pengangguran Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 
Salah satu faktor penentu standar hidup sebuah negara adalah jumlah 
pengangguran yang dimilikinya. Apabila penyerapan pajak tidak dapat 
terealisasi dengan maksimal, maka standar hidup negara baik di dalam 
pemerintahan maupun masyarakat tidak dapat memenuhi harapannya 
(Menkiw, 2014:99). Kontribusi pajak penghasilan pasal 21 yang cukup 
besar kontribusinya terhadap penerimaan pajak dalam negeri pada 
akhirnya variabel ini memiliki prioritas yang tinggi dalam rangka 
penghimpunannya. Masalah pengangguran secara nyata akan membuat 
tidak maksimalnya penyerapan pajak penghasilan pasar 21 secara 
maksimal. Realisasi penerimaan pajak pada dasarnya sangat bergantung 
pada situasi perekonomian domestik dan internasional, perekonomian yang 
59 
 
sedang tumbuh akan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak 
(Amir dan Hastiadi, 2015:142-143). Pengaruh yang akan terjadi akibat 
adanya pengangguran adalah keterkaitan yang menjadi masalah akibat 
hilangnya kontribsi seseorang dalam membangun negara lewat 
penghasilannya dan akan lebih cenderung menjadi beban negara. 
Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena 
dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat 
akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan 
masalah-masalah sosial lainnya. Peningkat pengangguran yang terlalu 
tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial 
sehingga dapat menganggu pertumbuhan pembangunan ekonomi. Akibat 
jangka panjangnya adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita 
suatu negara maupun sektor pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 
(Seruni, 2014:5). Dampak pengangguran secara makro yaitu menimbulkan 
ketidakstabilan sosial ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan negara 
sehingga akan mengganggu proses pembangunan, penurunan pendapatan 
pemerintah dari sektor pajak penghasilan pasal 21, dan meningkatnya 
biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat 
menambah beban utang negara (Tukiran dalam Suraji, 2015:6). 
Hipotesis 3 = Ada pengaruh antara pengangguran terhadap penerimaan 
pajak penghasilan pasal 21. 
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4. Hubungan Inflasi Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 Dengan Pengangguran Sebagai Variabel 
Intervening. 
Masalah makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran yang pada 
akhirnya mempengaruhi tingkat konsmsi masyarat memberikan stigma 
negatif terhadap fenomena makroekonomi yang terjadi tersebut. 
Ketidaksanggupan dalam menghindari masalah tersebut pada akhirnya dan 
mau tidak mau mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan segala solusi 
dalam penyelesaiannya. Bagaimanapun kebijakan dalam penyelamatan 
realisasi penerimaan pajak menjadi prioritas agar pembangunan tetap dapat 
berlangusng.  
Krisis yang terjadi akibat tingkat permasalahan ekonomi seperti inflasi 
dan pengangguran hanya akan meningkatkan permasalahan ekonomi 
lainnya dalam hal ini realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21. 
Bagaimanapun juga hubungan antara inflasi, pengangguran terhadap 
realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 memiliki pengaruh satu 
sama lain (Lipsey, 1993:501). Inflasi menyebabkan penurunan tingkat 
produksi perusahaan yang mengakibatkan pengangguran pekerjaan, 
dengan hal ini maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 akan 
mengalami hambatan dalam merealisasikannya (Mankiw, 285:2014). 
Hubungan antara inflasi terhadap pengangguran sering disebut dengan 
kurva Phillips. Hubungan trade-off yang pada kenyataannya tidak berlaku 
dalam penelitian ini memberikan penguatan pentadapat Friedman dan 
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Phelps bahwa sejatinya hubungan trade-off inflasi terhadap pengangguran 
hanya terjadi untuk jangka pendek. Pengangguran cenderung akan kembali 
pada tingkatan alamiahnya dalam jangka panjang terlepas dari laju inflasi 
yang tinggi ataupun rendah. (Menkiw, 2000:441-449). 
Dampak pengangguran akibat adanya inflasi akan memberikan situasi 
yang tidak stabil pada penerimaan negara. Meningkatnya tingkat 
pengangguran dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap kontibusi 
seseorang dengan pajak penghasilan pasal 21 yang mereka bayarkan. 
Kewajiban atas pembayaran pajak penghasilan pasal 21 tentunya akan 
berkurang apabila pengangguran meningkat.secara makro, dampak 
pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial ekonomi, politik, 
keamanan negara sehingga akan mengganggu proses pembangunan, 
hingga penurunan pendapatan pemerintah dari sekto pajak penghasilan 
pasal 21. (Tukiran dalam Suraji, 2015:6). 
Hipotesis 4 = Ada pengaruh antara inflasi terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 dengan pengangguran sebagai variabel intervening. 
 
D. Model Konsep dan Model Hipotesis 
1. Model Konsep 
Berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan tujuan teoritis 
mengenai pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 
21 dengan pengangguran sebagai variabel intervening maka untuk 
memudahkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 












Gambar 3. Model Konsep 
Sumber: Olahan Penulis, 2016 
 
 
2. Model Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian dimana rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah 
penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat belum 
dibuktikanpernyataan (Sugiyono, 2011:71). Hipotesis merupakan 
penrnyataan atau proporsis yang belum dibuktikan mengenai fenomena 
yang menjadi minat peneliti. Suatu hipotesis dikatakan jawaban sementara 
karena disusunnya hanya berdasarkan teori yang relevan saja, atau bisa 
dikatakan belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari hasil 
pengumpulan data (Malhotra, 2005:56). 
Inflasi merupakan keadaan dimana Inflasi dalam penelitian ini adalah 
keadaan dimana terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, sehingga 









yang signifikan. Inflasi juga mengakibatkan menurunnya nilai mata uang 
suatu negara dan melemahnya daya beli terhadap uang yang telah 
diinvestasikan. Inflasi dalan konteks ini pada akhirnya menyebabkan 
pengangguran yang selanjutnya berakibat pada tidak maksimalnya 
penyerapan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan 
hubungan antar variabel secara model konsep gambar 1, maka peneliti 
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Gambar 4. Model Hipotesis 
Sumber: Olahan Penulis, 2016 
 
Keterangan: 
 = Pengaruh  langsung 











Keterangan model hipotesis: 
1) H1 =  Pengaruh inflasi (X) terhadap pengangguran (Z). 
2) H2 = Pengaruh inflasi (X) terhadap penerimaan pajak penghasilan 
pasal 21 (Y). 
3) H3 = Pengaruh pengangguran (Z) terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 (Y). 
4) H4 = Pengaruh inflasi (X) terhadap penerimaan pajak penghasilan 





A. Jenis Penelitian 
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif 
dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang 
menjelaskan mengapa suatu fenomena atau gejala sosial dapat terjadi. Penelitian 
ini menghubungkan satu fenomena dengan fenomena yang lain. Penelitian 
eksplanatif bertujuan untuk menghubungkan pola-pola yang berbeda namun 
memiliki keterkaitan serta menghasilkan pola hubungan sebab akibat (Martono, 
2016:17). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif untuk menguji 
pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dengan 
pengangguran sebagai variabel intervening. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel 
sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam 
bentuk operasionalisasi. Penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan 
pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, 
seperti penentuan teknik analisis dan uji statistik yang digunakan (Siregar, 
2014:121). 
 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah di Indonesia dengan pertimbangan data yang 
disediakan lembaga resmi nasional. Seluruh data yang akan diteliti didapatkan 
secara sekunder dari situs resmi Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan 
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Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lokasi ini dipilih karena data inflasi 
disediakan oleh Bank Indonesia, data pengangguran disediakan oleh situs resmi 
Badan Pusat Statistik dan data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 disediakan 
oleh situs resmi Kementeria Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2008 
sampai dengan tahun 2016. 
 
C. Variabel dan Devinisi Operasional 
1. Variabel 
Variabel penelitian sebagai objek penelitian atau apa yang menjadi titik 
perhatian kemudian ditarik kesimpulannya (Arikunto, 2013:161). Variabel 
penelitian adalah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara 
satu orang dengan orang lain atau satu objek dengan objek lain, objek atau 
kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitiuntuk 
dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011:38). Untuk melihat 
pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dengan 
pengangguran sebagai variabel intervening maka variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri atas satu variabel 
independen (bebas), satu variabel intervening, dan sati variabel dependen 
(terikat), yaitu: 
a. Variabel Bebas 
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadu 
sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2015:61). 




b. Variabel Intervening 
Variabel intervening merupakan variabel penyela/antara yang terletak 
diantara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak 
langsung mempengaruhi variabel terikat atau variabel bebas dan melalui 
variabel intervening terlebih dahulu sebelum ke variabel terikat (Sugiyono, 
2015:63). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah pengangguran 
(Z) 
c. Variabel Terikat 
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya 
yaitu variabel bebas (Sugiyono, 2015:63). Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y). 
 
2. Definisi Operasional 
Definisi operasional adalah proses pengukuran sebuah konsep atau 
variabel. Proses ini melibatkan pengenalan skala ukuran yang bertanggung 
jawab terhadap nilai-nilai dari sebuah variabel (Zikmund dan Babin, 2013:8). 
Definisi operasional merupakan suatu informasi ilmiah yang sangat 
membantu penelitian lain yang ingin menggunakan variabel yang sama 
(Effendi dalam Singarimbun dan Tukitan, 2012:51). Definisi operasional 
akan membentuk suatu difinisi spesifik sesuai kriteria, sehingga dapat diuji 







Inflasi dalam penelitian ini adalah kecenderungan naiknya harga-
harga barang dan jasa pada umumnya secara terus-menerus atau diartikan 
sebagai menurunnya nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara 
umum (bps.go.id). 
b. Pengangguran 
Pengangguran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mereka 
yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak 
punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya 
pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan 
pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai 
bekerja (bps.go.id). 
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 
Menurut Priantara (2012:281) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak 
atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan 
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh 
orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Pajak 
Penghasilan Pasal 21 dalam penelitian ini merupakan segala sesuatu 
bentuk penghasilan yang menambah nilai ekonomi orang pribadi yang 
merupakan subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang disebutkan dalam 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 
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Berdasarkan definisi operasional variabel yang telah dijelaskan, maka 
dapat dipetakan variabel, indikator, dan item pengukuran penelitian 
 
Tabel 4. Variabel, Indikator, dan Item dan Pengukuran 
Variabel Indikator Item dan Pengukuran 






Survey Angkatan Kerja 
Nasional (Sakernas) per 
semester 
Pajak Penghasilan Pasal 
21 
Realisasi penerimaan 




Penghasilan Pasal 21 
per semester 
 
D. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2006:90). Berdasarkan 
penelitian tersebut, populasi yang termasuk dalam penelitian ini adalah variabel 
makro ekonomi yang meliputi Inflasi, Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, 
dan Pengangguran. Populasi penelitian ini menggunakan jumlah persentasi inflasi, 
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jumlah persentasi pengangguran, dan jumlah realisasi penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 hasil data per semester periode 2008-2016 yang dilakukan 
Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Kementrian Keuangan Republik 
Indonesia. 
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi (Sugiyono, 2006:91). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik sampling jenuh berdasarkan bagian dari teknik 
nonprobability sampling. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 
semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2006:96). Alasan 
peneliti menggunakan teknik sampling jenuh yaitu karena seluruh sampel yang 
dihimpun dari anggota populasi berdasarkan lembaga Bank Indonesia, Badan 
Pusat Statistik, dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia seluruhnya 
digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Alasan lain peneliti menggunakan 
sampling jenuh yang merupakan bagian dari nonprobability sampling yaitu karena 
untuk memperoleh informasi tersebut hanya tersedia pada kelompok atau lembaga 
tertentu saja (Sekaran, 2006:141). Hal tersebut menjadikan seluruh sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sesuai jumlahnya dengan populasi yang dihimpun 
berdasarkan kelompok atau lembaga tersebut. Sampling jenuh juga digunakan 
dalam penelitian ini disebabkan karena penelitian ini tidak memiliki kriteria 









E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 
dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dari Bank Indonesia, Badan Pusat 
Statistik dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berhubungan 
dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu persentase inflasi, persentase 
pengangguran dan jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 masing-masing 
per semester dari tahun 2007-2016. Berikut merupakan lembaga yang merupakan 
sumber dari data dalam penelitian ini: 
a. Bank Indonesia 
Data yang diperoleh melalui Bank Indonesia adalah data inflasi. Data 
tersebut merupakan data yang dihimpun melalui webside resmi Bank 
Indonesia dalam publikasi data. Himpunan data yang disajikan dapat 
dipilih berkala sesuai dengan kebutuhan bahan penelitian. 
b. Badan Pusat Statistik 
Data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik adalah 
penganggguran. Data tersebut dihimpun melalui tabel dinamis dalam 
webside resmi Badan Pusat Statistik dengan memilih data yang ingin 
diperoleh dengan periode yang dapat dipilih. Data yang disajikan dapat 
diunduh sebagai data pertimbangan sebagai bahan penelitian. 
c. Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Data yang diperoleh melalui Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia adalah data realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21. 
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Data tersebut dihimpun melalui webside Pejabat Pengelola Informasi Dan 
Dokumentasi Kementerian Keuangan dengan mengajukan permohonan 
informasi yang ingin diperoleh. Data yang dimohonkan selanjutnya akan 
diproses dan dikirimkan memalui email sebagai data pertimbangan sebagai 
bahan penelitian. 
 
F. Metode Analisis Data 
Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam menganalisis data pada 
penelitian ini adalah Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 21.0. 
Metode-metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif adalah transformasi data secara mendasar dengan 
mendeskripsikan karakteristik dasar seperti tendensi sentral, distribusi, dan 
variabilitas (Zikmund dan Babisn, 2009:298). Hasil analisis statistik deskriptif 
menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data (Jugiyanto, 2010:163). 
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
dilihat dari nalai-nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 
minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). 
 
2. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 uji asumsi 
klasik yaitu uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Peneliti tidak memakai 
uji multikolinieritas  karena menurut Ghozali (2013:105) uji multikolinearitas 
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digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 
antar variabel bebas dan model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi di antara variabel bebas. Penelitian ini menggunakan analisis jalur 
yang sudah jelas saling berhubungan antar variabel bebasnya, oleh karena itu 
penelitian ini tidak menggunakan uji multikolinearitas. Asumsi klasik ini 
meliputi: 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujian untuk mengetahui apakah data pada 
persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak 
berdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 
dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 
distribusi normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai 
data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal, bila asumsi 
ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 
kecil (Ghozali, 2013:160). Uji normalitas dilakukan dengan metode 
Kolmogorov-Smirnov Test terhadap normalitas data. Perbandingan nilai 
signifikansinya adalah apabila nilai signifikansi ≥ 0.05 maka dapat 
disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal (Ghozali, 2013:165). 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika varians tetap maka disebut homoskedastisitas 
dan jika berbeda maka terjadi problem heteroskedastisitas. Model regresi 
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yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 
2013:139). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 
adalah dengan melihat grafik Scatterplot. Melalui grafik Scatterplot, 
penulis akan mengamati titik-titik yang tersebar di antara sumbu X yang 
biasa disebut standardized predicted value (ZPRED) dan sumbu Y yang 
biasa disebut studentized residual (SRESID). Apabila titik-titik 
menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 
0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 
data yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2013:139). 
 
3. Analisa Statistik Inferensial 
Analisa inferensial berhubungan dengan pendugaan populasi dan 
pengujian hipotesis dari suatu data atau keadaan dan fenomena. Analisis 
inferensial berfungsi untuk meramalkan atau mengontrol keadaan untuk 
kejadian. Berikut merupakan analisis statistik inferensial, yaitu: 
a. Analisis Jalur (Path Analysis) 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan teknik analisis jalur 
(Path Analysis). Analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk 
regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat 
kepentingan (magnitude) dan signifikansi (significane) hubungan sebab 
akibat hipotekal dalam seperangkat variabel (Webley dalam Sunyoto, 
2012:1). Model analisis ini terdiri dari diagram yang menghubungkan 
antara variabel bebas, terikat, dan perantara. Pola hubungan ditunjukan 
dengan menggunakan anak panah. Teknik analisis jalur ini akan digunakan 
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dalam menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukan oleh 
koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal (sebab-
akibat) antar variabel (Riduwan dan Kuncoro, 2012:115). 
Tujuan model analisis jalur adalah untuk menganalisis pola hubungan 
antar variabel sehingga diketahui pengaruh langsung maupun tidak 
langsung variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu variabel X 
berpengaruh terhadap variabel Y secara langsung dan secara tidak 
langsung mempengaruhi variabel Y melalui variabel Z. Diagram jalur 
persamaan struktural disajikan pada gambar 3: 
Gambar 5. Diagram Model Jalur Variabel Inflasi, Pengangguran, dan 
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. 
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X = Variabel bebas yaitu inflasi 
Y = Variabel intervening yaitu pengangguran 
Y = Variabel terikat yaitu penerimaan pajak penghasilan pasal 21 
e = Variabel lain yang mempengaruhi di luar penelitian 
Diagram jalur tersebut terdiri dari dua persamaan struktural. X adalah 
variabel bebas, Y adalah variabel terikat, Z adalah variabel intervening. 
Persamaan struktural dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Z = pZ.X + e1 
Y = pY.X + pY.Z + e2 
Keterangan: 
P = koefisien Path 
X = Inflasi 
Z = Pengangguran 
Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
€ = error 
b. Uji Parsial (t-test) 
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Uji signifikan secara parsial atau sering disebut uji t pada dasarnya uji 
t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 
individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali,  
2013:98). Cara pengambilanan keputusan dapat dilakukan dengan 
membandingkan nilai signifikan dengan derajad kepercayaan (α) sebesar 
0,05 (5%). Apabila nilai signifikan lebih rendah dari derajad kepercayaan 
0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel 
independen secara individual (parsial) berpengaruh terhadap variabel 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Data dan Hasil Pengujian Hipotesis 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Salah satu pengolahan data yang digunakan di dalam penelitian 
explanatory adalah statistik deskriptif. Statistik deskritif akan memberikan 
bagaimana gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari jumlah, 
standar deviasi, nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah tiga (tiga) 
variabel yang terdiri dari inflasi, pengangguran, dan penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21. Periode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan data per semester dari tahun 2008 sampai dengan 2016. 
Penjabaran hasil statistik deskriptif masing-masing variabel, sebagai berikut: 
a. Inflasi 
Inlasi dalam penelitian ini adalah kecenderungan naiknya harga-harga 
barang-barang barang dan jasa pada umumnya secara terus-menerun atau 
diartikan sebagai menurunnya nilai mata uang terhadap barang dan jasa 
secara umum. Data inflasi yang digunakan merupakan data yang diperoleh 
dari webside resmi Bank Indonesia per semester 2008 hingga 2016. Data 










2008 7,40 11,85 
2009 8,60 2,75 
2010 3,72 6,44 
2011 6,84 4,79 
2012 3,56 4,58 
2013 3,51 8,79 
2014 8,22 3,99 
2015 6,29 7,18 
2016 4,42 2,79 
Nilai Maksimum = 11.85 
Nilai Minimum = 2,75 
Rata-Rata = 5.9522 
Stadar Deviasi = 2,40383 
Sumber: Bank Indonesia, diolah (2017) 
Hasil deskripsi data pada varibel inflasi diperoleh hasil bahwa laju 
inflasi tertinggi dalam periode penelitian ini sebesar 11,85% yang terjadi 
pada semester 2 tahun 2008. Inflasi terendah terjadi pada semester ke 2 di 
tahun 2009. Rata-rata inflasi pada periode penelitian yaitu 5,9522% 
dengan standar deviasi sebesar 2,40383%.  
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Gambar 6. Grafik Data Inflasi Per Semester 2008-2016 
Sumber: Bank Indonesia, diolah (2017) 
Grafik diatas menjelaskan bagaimana pergerakan inflasi di Indonesia 
selama periode pengamatan penelitian. Pergerakan inflasi sempat 
mencapai diatas 10% pada semester ke 2 di tahun 2008, itu artinya 
indonesia mencapai pada tingkatan inflasi kategori inflasi menengah. 
Periode lainnya menunjukan dimana inflasi hanya dibawah 10% walaupun 
jika dilihat dalam grafik  dapat terbilang dinamis pergerakannya. Setelah 
periode 2008, inflasi di Indonesia dikategorikan sebagai inflasi menyerap 
atau rendah karena dibawah 10%. 
b. Pengangguran 
Pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis  
pengangguran terbuka. Data pengangguran yang digunakan diperoleh dari 
































































Survey Angkatan Kerja (Sakernas) per semester periode 2008-2016. 
Pengangguran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mereka yang 
tidak memiliki perkerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak 
punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya 
pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan 
dan tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan 
pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai 
bekerja. Data dan hasil perhitungan statistik deskriptif data pengangguran 
dapat dilihat tabel berikut. 





2008 8,46 8,39 
2009 8,14 7,87 
2010 7,41 7,14 
2011 6,96 7,48 
2012 6,37 6,13 
2013 5,88 6,17 
2014 5,70 5,94 
2015 5,81 6,18 
2016 5,50 5,61 
Nilai Maksimum = 8,46 
Nilai Minimum = 5,50 
Rata-Rata = 6,7298 
Stadar Deviasi = 1.01160 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2017) 
Hasil deskripsi data pada varibel pengangguran diperoleh hasil bahwa 
pengangguran tertinggi dalam periode penelitian ini sebesar 8,46% yang 
terjadi pada semester 1 tahun 2008. Pengangguran terendah terjadi pada 
semester ke 1 ditahun 2016 sebesar 5,50%. Rata-rata pengangguran pada 
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periode penelitian yaitu 6,7298% dengan standar deviasi sebesar 
1,01160%.  
 
Gambar 7. Grafik Data Pengangguran Terbuka Per Semester 
2008-2016 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2017) 
 
Grafik diatas menjelaskan bagaimana pergerakan variabel 
pengangguran terbuka di Indonesia selama periode pengamatan penelitian. 
Pergerakan grafik pengangguran cenderung turun dari setiap periode ke 
periode. Peningkatan angka pengangguran terbuka yang terjadi dalam 
periode penelitian hanya terjadi pada semester 2 tahun 2011, semester 2 
tahun 2013, semester 2 tahun 2014, dan semester 2 tahun 2015. Secara 
garis besar peningkatan angka pengangguran dalam grafik tidak terlalu 
signifikan dan cenderung mengalami perbaikan pada periode selanjutnya 


































































c. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam penelitian ini merupakan segala 
sesuatu bentuk penghasilan yang menambah nilai ekonomi orang pribadi 
yang merupakan subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang disebutkan 
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 
Data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan diperoleh 
dari Kementerian Keuangan melalui permohonan informasi publik bagian 
manajemen pengelolaan data dan layanan informasi. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 per semester periode 2008 hingga 2016. Data dan hasil 
perhitungan statistik deskriptif data pengangguran dapat dilihat tabel 
berikut. 
Tabel 7. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Per Semester Tahun 




2008 21.618,43 26.356,87 
2009 26.667,50 25.886,11 
2010 27.009,79 25.404,43 
2011 31.982,93 31.530,89 
2012 36.993,01 39.178,79 
2013 42.227,06 45.731,71 
2014 46.484,91 54.606,31 
2015 52.355,32 61.120,73 
2016 53.076,03 59.492,57 
Nilai Maksimum = 61.120,73 
Nilai Minimum = 21.618,43 
Rata-Rata = 39.317,9661 
Stadar Deviasi = 12.977,32408 
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah (2017) 
 Hasil deskripsi data pada varibel Penerimaan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 diperoleh hasil bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
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tertinggi dalam periode penelitian ini sebesar 61.120,73 Miliar yang terjadi 
pada semester 2 tahun 2015. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
terendah terjadi pada semester ke 1 ditahun 2008 21.618,43 Miliar. Rata-
rata pengangguran pada periode penelitian yaitu 39.317,9661 Miliar 
dengan standar deviasi sebesar 12.977,32408 Miliar. 
 
Gambar 8. Grafik Data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
Per Semester 2008-2016 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2017) 
 
Grafik diatas menjelaskan bagaimana pergerakan variabel penerimaan 
pajak penghasilan pasal 21 selama periode pengamatan penelitian. 
Pergerakan grafik pajak penghasilan pasal 21 cenderung naik dari setiap 
periode ke periode. Penurunan jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 
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2 pada tahun 2009, semester 2 pada tahun 2010, semester 1 pada tahun 
2015, dan semester 1 pada tahun 2016. 
 
2. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi 
telah memenuhi kriteria atau tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius. 
Uji asumsi yang digunakan antara lain meliputi: 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pada 
persamaan regresi yang dihasilkan normal atau tidak berdistribusi normal. 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Persamaan 
regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel 
terikat berdistribusi normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistik 
menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013:160). Uji 
normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov Test terhadap 
normalitas data. Perbandingan nilai signifikansinya adalah apabila nilai 
signifikansi ≥ 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara 




















Tabel 8. Hasil Uji Normalitas 
Sumber: Peneliti, diolah (2017). 
Hasil uji normalitas dapat diketahui memalui nilai Asym. Sig (2-tailed) 
dari tabel Kolmogrov-Smirnov Test. Nilai persamaan pertama yaitu, 
pengaruh inflasi terhadap pajak penghasilan pasal 21 sebesar 0,673 dan 
persamaan kedua yaitu, pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap pajak 
penghasilan pasal 21 sebesar 0,523. Hasil uji normalitas dengan metode 
Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi residual persamaan satu 
dan persamaan dua yang melebihi alpa (0,050) sehingga asumsi normalitas 
terpenuhi. 









Mean .0000000 .0000000 
Std. Deviation .70428552 9663.09196305 
Most Extreme Differences 
Absolute .170 .191 
Positive .116 .182 
Negative -.170 -.191 
Kolmogorov-Smirnov Z .723 .812 
Asymp. Sig. (2-tailed) .673 .525 
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b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Model yang memenuhi persyaratan yaitu jika 
terdapat ketidakkesamaan varians dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain. Jika varians tetap maka dapat disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara 
untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 
melihat grafik Scatterplot. Melalui grafik Scatterplot, penulis akan 
mengamati titik-titik yang tersebar di antara sumbu X yang biasa disebut 
standardized predicted value (ZPRED) dan sumbu Y yang biasa disebut 
studentized residual (SRESID). Apabila titik-titik menyebar secara acak 
serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0, maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang 
digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2013: 139). 
         
Gambar 9. Hasil Uji Heteroskedestisitas 
Sumber: Peneliti, diolah (2017). 
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Hasil uji heteroskedestisitas dengan metode Scatteplot atas dua 
persamaan pada penelitian ini menunjukan titik-titik sebaran data 
menyebar secara acak dengan  penyebaran baik diatas maupun di bawah 
angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu sehingga 
asumsi heteroskedestisitas terpenuhi. 
 
3. Uji Analisis Jalur (Path Analysis) 
Analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis korelasi yang 
dibangun dari diagram jalur yang dihipotesiskan oleh peneliti dalam 
pengamatan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel sehingga 
diketahui pengaruh langsung maupun tidak langsung. Selain itu, analisis jalur 
dapat dikatakan sebagai perluasan dari analisis regresi linier berganda karena 
menggunakan perhitungan yang sama dengan regresi namun dengan 
menggunakan nilai pengamatan yang dibakukan (standardized). Koefisien 
jalur pada dasarnya merupakan koefisien beta pada model regresi linier. 
Pengujian ini dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dari 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Penjabaran dibawah ini adalah 
perhitungan dalam pengamatan peneliti dalam pengujian hipotesis penelitian 
dengan metode analisis jalur (Path Analysis). 
a. Pengujian Hipotesis Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran 







T Stat P 
Inflasi → Pengangguran 0.302 0.718 4.124 0.001 
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Sumber: Peneliti, diolah (2017) 
Pengujian pengaruh inflasi terhadap pengangguran dilakukan dengan 
menggunakan nilai T Statistik, apabila nilai  T Statistik lebih dari nilai T 
Tabel (1,960) atau nilai signifikansi kurang dari alpa (0,050). Hasil nilai 
dari analisis yang dihitung akan menunjukan nilai pengaruh signifikansi 
antara inflasi terhadap pengangguran. 
Perolehan nilai perhitungan dari hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukan angka T Statistik 4,124 atau nilai signifikansi sebesar 0,001. 
Hal tersebut mengartikan hipotesis inflasi berpengaruh signifikan terhadap 
pengangguran sebab nilai T Statistik lebih dari T Tabel (4,124 > 1,960) 
atau nilai signifikansi kurang dari alpa (0,001 < 0,050).  
Hipotesis 1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi (X) 
terhadap pengangguran (Z) 
Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa variabel inflasi memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran dengan koefisien jalur 
sebesar 0,718 dan koefisien regresi sebesar 0,302. Secara statistik nilai 
koefisien jalur dan regresi bernilai positif, yang mengindikasikan 
pergerakan searah antara inflasi dengan pengangguran. Pengaruh 
pergerakan yang searah dapat diartikan bahwa meningkatnya inflasi 
sebesar satu satuan akan berdampak meningkatnya pengangguran sebesar 
0,302 dengan asumsi variabel inflasi dan pengangguran konstan. 
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Inflasi dan pengangguran sepertinya masalah makroekonomi yang 
pada dasarnya akan selalu ada dalam suatu negara terutama di Indonesia. 
Keterkaitan inflasi dan pengangguran seringkali menjadi masalah 
tersendiri seiring keseimbangan dan harapan masyarakat maupun 
pemerintah terhadap rancangan pembangunan saat tahun berjalan. 
Guncangan makroeknomi global yang secara insidental terjadi mencadi 
acaman yang seketika dapat merusak keseimbangan yang sudah dibangun. 
Inflasi yang terjadi merupakan kecenderungan peningkatan harga 
produk-produk secara keseluruhan. Akibat dari situasi tersebut maka 
dampak lain yang dapat ditimbulkan dari adanya inflasi adalah 
berkurangnya pendapatan riil bagi para investor dari investasinya 
(Tendelilin, 2001:212-2013). Inflasi juga memberikan dampak terhadap 
konsumen dan produsen sebagai dampak langsung dalam kegiatan 
ekonomi. Dampak terhadap konsumen dirasakan dengan perubahan pola 
konsumsi terhadap suatu barang sehingga kuantitas produksi yang 
dihasilkan akan berkurang, maka dengan demikian perusahaan akan 
mengambil langkah untuk memberhentikan sebagian pegawainya untuk 
menyesuaikan jumlah permintaan yang ada (Menkiw, 2006:24). Dampak 
terhadap produsen antara lain lebih disebabkan oleh kenaikan harga barang 
baku sampai pada munculnya sifat spekulatif dalam mengarahkan 
modalnya untuk investasi yang lebih menjanjikan, sehingga rentetan PHK 
tidak dapat dibendung. 
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Hubungan jangka pendek antara inflasi dengan pengangguran serinf 
disebut dengan kurva Phillips. Hubungan tersebut menjabarkan hubungan 
trede-off antara inflasi dan pengangguran. Hubungan trade-off yang 
dijabarkan oleh kurva Phillips pada kenyataannya tidak berlaku dalam 
penelitian ini. Friedman dan Phelps menjelaskan tidak adanya trade-off 
tersebut. Kurva Phillips dalam jangka panjang yang vertikal 
mengilustrasikan kesimpulan bahwa dalam jangka panjang tingkat 
pengangguran tidak terpengaruh oleh pertumbuhan uang yang beredar dan 
laju inflasi. Hal-hal tersebut dimungkinkan karena kenaikan harga umum 
yang meningkat dalam tingkatan harga yang relatif lebih tinggi dari 
sebelumnya, sedangkan perusahaan membutuhkan lebih sedikit pekerja 
untuk memproduksi output yang lebih kecil. Hal tersebut akn 
mengakibatkan penawaran agregat menghasilkan tingkat pengangguran 
yang lebih kecil dengan inflasi yang lebih tinggi (Menkiw, 2000:441-450). 
 
b. Pengujian Hipotesis Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 
Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Inflasi Terhadap 






T Stat P 
Inflasi → Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 
-3603.539 -0.667 -3.586 0.002 
Sumber: Peneliti, diolah (2017)  
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Pengujian pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan 
pasal 21 dilakukan dengan menggunakan nilai T Statistik, apabila nilai  T 
Statistik lebih dari nilai T Tabel (1,960) atau nilai signifikansi kurang dari 
alpa (0,050). Hasil nilai dari analisis yang dihitung akan menunjukan nilai 
pengaruh signifikansi antara inflasi terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21. 
Perolehan nilai perhitungan dari hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukan angka T Statistik 3,586 atau nilai signifikansi sebesar 0,002. 
Hal tersebut mengartikan hipotesis inflasi berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebab nilai T Statistik lebih dari T 
Tabel (3,586 > 1,960) atau nilai signifikansi kurang dari alpa (0,002 < 
0,050).  
Hipotesis 2 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara Inflasi (X) 
terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Y) 
Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa variabel inflasi memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
dengan koefisien beta sebesar 0,667 dan koefisien regresi sebesar 
3603.539. Secara statistik nilai koefisien beta dan koefisien regresi bernilai 
negatif, yang mengindikasikan pergerakan berlawanan arah antara inflasi 
dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Pengaruh pergerakan yang 
berlawanan arah dapat diartikan bahwa meningkatnya inflasi sebesar satu 
satuan akan berdampak menurunnya penerimaan pajak penghasilan pasal 
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21 sebesar 0,667 dengan asumsi variabel inflasi dan penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 konstan. 
Inflasi yang terjadi erat kaitannya dengan pendapatan riil masyarakat. 
Kenaikan harga yang terjadi dengan adanya inflasi membuat harga 
kebutuhan pokok menjadi naik, biaya hidup akan mahal, hingga 
berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga, serta sudah barang tentu 
menjadi momok untuk perekonomian nasional (Gilarso, 2008:75). 
Turunnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu barang akibat 
adanya inflasi akan mempengaruhi keseimbangan pasar yang berjalan. 
Konsumsi yang rendah akan berdampak pada tidak terpenuhinya 
pencapaian realisasi penerimaan pajak sektor lain selain pajak penghasilan 
pasal 21.  
Dampak yang terjadi akibat inflasi adalah distribusi pendapatan 
masyarakat akan terganggu. Orang yang berpenghasilan tetap akan 
mengalami kemerosotan, bahkan banyak diantara mereka akan melakukan 
hutang (Mankiw, 2006:24). Penjelasan UU No. 36 Tahun 2008 yang 
mengartikan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi 
atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan 
nama dan dalam bentuk apapun. Keterkaitan inflasi yang berpengaruh 
terhadap konsumsi masyarakat menjelskan bahwa inflasi akan 
berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga dan sudah barang tentu 
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menjadi momok untuk perekonomian nasional (Gilarso, 2008:75). 
Masalah inflasi ini akan berakibat pada sektor pajak yang melemah 
(Yustika, 2007:281).  
Hasil penelitian terdahulu Nasution (2008) menyatatakan hal yang 
sama yaitu bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Setiap individu pada 
umumnya akan mengurangi pengeluaran bila penghasilannya menurun, 
sedangkan pemerintah pada saat penerimaannya menurun tidak harus 
mengurangi pengeluaran (belanja) karena tindakan mengurangi 
pengeluaran akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat 
sebagai pembayar pajak penghasilan pasal 21. Hal tersebut pada akhirnya 
akan mengakibatkan penerimaan negara semakin berkurang karena 
kecilnya jumlah pajak penghasilan pasal 21 pada khususnya dapat 
dipungut dari masyarakat (Rahayu, 2014:5).  
 
c. Pengujian Hipotesis Pengaruh Pengangguran Terhadap 
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
Tabel 11. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Pengangguran Terhadap 






T Stat P 
Pengangguran → 
Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 
-11202.248 -0.873 -7.168 0.000 
Sumber: Peneliti, diolah (2017) 
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Pengujian pengaruh pengangguran terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 dilakukan dengan menggunakan nilai T Statistik, 
apabila nilai  T Statistik lebih dari nilai T Tabel (1,960) atau nilai 
signifikansi kurang dari alpa (0,050). Hasil nilai dari analisis yang dihitung 
akan menunjukan nilai pengaruh signifikansi antara inflasi terhadap 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21. 
Perolehan nilai perhitungan dari hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukan angka T Statistik 7,168 atau nilai signifikansi sebesar 0,000. 
Hal tersebut mengartikan hipotesis inflasi berpengaruh signifikan terhadap 
pengangguran sebab nilai T Statistik lebih dari T Tabel (7,168 > 1,960) 
atau nilai signifikansi kurang dari alpa (0,002 < 0,050).  
Hipotesis 3 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengangguran (Z) 
terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Y) 
Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel pengangguran memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
dengan koefisien beta sebesar 0,873 dan koefisien regresi sebesar 
11202,248. Secara statistik nilai koefisien beta dan koefisien regresi 
bernilai negatif, yang mengindikasikan pergerakan berlawanan arah antara 
pengangguran dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Pengaruh 
pergerakan yang berlawanan arah dapat diartikan bahwa meningkatnya 
pengangguran sebesar satu satuan akan berdampak menurunnya 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 0,873 dengan asumsi 
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variabel pengangguran dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 
konstan. 
Salah satu faktor penentu standar hidup sebuah negara adalah jumlah 
pengangguran yang dimilikinya. Apabila penyerapan pajak tidak dapat 
terealisasi dengan maksimal, maka standar hidup negara baik di dalam 
pemerintahan maupun masyarakat tidak dapat memenuhi harapannya 
(Menkiw, 2014:99). Kontribusi pajak penghasilan pasal 21 yang cukup 
besar kontribusinya terhadap penerimaan pajak dalam negeri pada 
akhirnya variabel ini memiliki prioritas yang tinggi dalam rangka 
penghimpunannya. Masalah pengangguran secara nyata akan membuat 
tidak maksimalnya penyerapan pajak penghasilan pasar 21 secara 
maksimal. Realisasi pajak sangat bergantung pada situasi perekonomian 
domestik dan internasional dalah hal ini yaitu pengangguran (Amir dan 
Hastiadi, 2015:142-143). Pengaruh yang akan terjadi akibat adanya 
pengangguran adalah keterkaitan yang menjadi masalah akibat hilangnya 
kontribsi seseorang dalam membangun negara lewat penghasilannya dan 
akan lebih cenderung menjadi beban negara. 
Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena 
dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat 
akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan 
masalah-masalah sosial lainnya. Ptingkat pengangguran yang terlalu tinggi 
juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga 
dapat menganggu pertumbuhan pembangunan ekonomi. Akibat jangka 
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panjangnya adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu 
negara maupun sektor pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 
(Seruni, 2014:5). Dampak pengangguran secara makro yaitu menimbulkan 
ketidakstabilan sosial ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan negara 
sehingga akan mengganggu proses pembangunan, penurunan pendapatan 
pemerintah dari sektor pajak penghasilan pasal 21, dan meningkatnya 
biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat 
menambah beban utang negara (Tukiran dalam Suraji, 2015:6). 
 
d. Pengujian Hipotesis Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 dengan Pengangguran Sebagai Variabel 
Intervening 
Untuk mengetahui adanya pengaruh mediasi secara statistik, maka 
diperlukan perhitungan dari nilai koefisien beta pada bagian Standardized 
Coefficient pada tabel pengujian hipotesis masing-masing variabel. Hal 
tersebut digunakan untuk mengetahui besaran pengaruh langsung, 
pengaruh tidak langsung, maupun pengaruh total dari masing-masing 
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Gambar 10. Diagram Hasil Analisis Jalur Variabel Inflasi, 
Pengangguran, dan Penerimaan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 
Sumber: Penulis, diolah (2017) 
Gambar diatas menjelaskan bagaimana pengaruh langsung setiap 
hubungann antar variabel di dalam pola analisis jalur. Nilai koefisien beta 
pada pola setiap hubungan antar variabel dalam analisis jalur menunjukan 
signifikansi setiap pengaruh. Koefisien beta yang dihasilkan keseluruhan 
menunjukan pengaruh yang signifikan dikarenakan melebihi nilai alpa 
0,050. Diagram jalur tersebut menunjukan analisis jalur dengan persamaan 
sebagai berikut: 
Sub Struktur I : Z = 0,718 X  











Melalui persamaan tersebut bisa disimpulkan bahwa struktur I 
memiliki pengaruh positif dan sub struktur II memiliki pengaruh negatif. 
berikut ini merupakan perhitungan besarnya pengaruh langsung, pengaruh 
tidak langsung, dan pengaruh total dengan pengangguran sebagai variabel 
intervening dengan pendekatan Causal Step: 
1) Pengaruh Langsung (direct effect) 
 Pengaruh variabel inflasi terhadap pengangguran 
Inflasi (X) → Pengangguran (Z) = 0,718 
 Pengaruh variabel inflasi terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 
Inflasi (X) → Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) = 
-0,667 
 Pengaruh variabel pengangguran terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 
Pengangguran (Z) → Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
(Y) = -0,873 
2) Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 
Pengaruh variabel inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan 
pasal 21 melalui pengangguran. 
 Inflasi (X) → Pengangguran (Z) → Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 (Y) = pZX.pYZ 
 = 0,718 x -0,873 
 = -0,626 
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3) Pengaruh Total (Total Effect) 
Pengaruh variabel inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan 
pasal 21 melalui pengangguran. 
 Inflasi (X) → Pengangguran (Z) → Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 (Y) = pYX + (pZX.pYZ) 
 = -0,667 + (0,718 x -0,873) 
 = -1,293 
Berikut merupakan ringkasan hasil pengaruh langsung, pengaruh tidak 
langsung, dan pengaruh total. 
 
























-0,873 - -0,873 -7,168 0,000 Signifi
kan 
 
Berikut merupakan perhitungan sobel test  yang merupakan pengujian 
indirect effect dalam mengetahui signifikansi dengan pendekatan product 
of coefficient. Koefisien standard error dan koefisien beta pada tabel 
Unstandardized Coefficients digunakan sebagai dasar perhitungan 
pengujian. 
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𝑆𝑎𝑏 =  √𝑃𝑎²𝑆𝑏² + 𝑃𝑏²𝑆𝑎² + 𝑆𝑎²𝑆𝑏² 
𝑆𝑎𝑏 =  √(0,302)²(1562,845)²+(-11202,248)²(0,073)²+(0,073)²(1562,845)² 
𝑆𝑎𝑏 =  951,062 
Perhitungan nilai koefisien T Statistik sebagai berikut: 








=  −3,557 
Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel inflasi memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 
dengan pengangguran sebagai mediasi. Perhitungan pengaruh tidak 
langsung menunjukan koefisien T Statistik 3,557 melebihi T Tabel 1,960. 
Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,626 signifikan atau 
memiliki pengaruh mediasi. Secara statistik nilai koefisien beta bernilai 
negatif, hal tersebut mengindikasikan pergerakan berlawanan arah antara 
inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dengan 
pengangguran sebagai mediasi. Pengaruh pergerakan yang berlawanan 
arah dapat diartikan bahwa meningkatnya inflasi sebesar satu satuan akan 
berdampak menurunnya penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 
0,626 dengan pengangguran sebagai mediasi. 
Masalah makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran yang pada 
akhirnya mempengaruhi tingkat konsmsi masyarat memberikan stigma 
negatif terhadap fenomena makroekonomi yang terjadi tersebut. 
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Ketidaksanggupan dalam menghindari masalah tersebut pada akhirnya dan 
mau tidak mau mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan segala solusi 
dalam penyelesaiannya. Bagaimanapun kebijakan dalam penyelamatan 
realisasi penerimaan pajak menjadi prioritas agar pembangunan tetap dapat 
berlangusng.  
Krisis yang terjadi akibat tingkat permasalahan ekonomi seperti inflasi 
dan pengangguran hanya akan meningkatkan permasalahan ekonomi 
lainnya dalam hal ini realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 
(Lipsey, 501:1993). Bagaimanapun juga hubungan antara inflasi, 
pengangguran terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 
memiliki pengaruh satu sama lain. Inflasi menyebabkan penurunan tingkat 
produksi perusahaan yang mengakibatkan pengangguran pekerjaan, 
dengan hal ini maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 akan 
mengalami hambatan dalam merealisasikannya (Mankiw, 285:2014). 
Hubungan antara inflasi terhadap pengangguran sering disebut dengan 
kurva Phillips. Hubungan trade-off yang pada kenyataannya tidak berlaku 
dalam penelitian ini memberikan penguatan pentadapat Friedman dan 
Phelps bahwa sejatinya hubungan trade-off inflasi terhadap pengangguran 
hanya terjadi untuk jangka pendek. Pengangguran cenderung akan kembali 
pada tingkatan alamiahnya dalam jangka panjang terlepas dari laju inflasi 
yang tinggi ataupun rendah. (Menkiw, 2000:441-449). 
Dampak pengangguran akibat adanya inflasi akan memberikan situasi 
yang tidak stabil pada penerimaan negara. Meningkatnya tingkat 
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pengangguran dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap kontibusi 
seseorang dengan pajak penghasilan pasal 21 yang mereka bayarkan. 
Kewajiban atas pembayaran pajak penghasilan pasal 21 tentunya akan 
berkurang apabila pengangguran meningkat.secara makro, dampak 
pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial ekonomi, politik, 
keamanan negara sehingga akan mengganggu proses pembangunan, 
hingga penurunan pendapatan pemerintah dari sekto pajak penghasilan 
pasal 21. (Tukiran dalam Suraji, 2015:6). 
4. Uji Kelayakan Model (Goodness if Fit Model) 
a. Koefisien Determinasi (R Square) 




Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .515 .485 .72596 
a. Predictors: (Constant), Inflasi 
b. Dependent Variable: Pengangguran 
Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,515 yang mengartikan 
bahwa pengaruh terhadap pengangguran yang ditimbulkan dari inflasi 






Tabel 14. Kontribusi Pengaruh Inflasi dan Pengangguran 




Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .766 .735 6683.80335 
a. Predictors: (Constant), Pengangguran, Inflasi 
b. Dependent Variable: Penerimaan PPh 
Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,766 yang mengartikan 
bahwa pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang 
ditimbulkan dari inflasi dan pengangguran sebesar 76,6%, sedangakan 
pengaruh yang ditimbulkan faktor lainnya sebesar 23,4%. 
b. Koefisien Determinasi Total 
Perhitungan koefisien determinasi total (Rm
2) 
dengan pendekatan 
goodness of fit model menunjukan model path yang terbentuk mewakili 






 = 1 – (1 – R1
2





 = 1 – (1 – 0,515) x (1 – 0,766) 
Rm
2
 = 1 – 0,113 
Rm
2
 = 0,887 
Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan nilai determinasi total 
sebesar 0,887. Artinya adalah analisis model ini dapat menjelaskan variasi 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dengan pengangguran sebagai variabel 
intervening periode 2008-2016. Penelitian ini menggunakan variabel bebas 
(independen) inflasi (X), variabel terikat (dependen) penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 (Y), dan variabel intervening pengangguran (Z). 
Berdasarkan perhitungan pada analisis jalur yang dilakukan pada penelitian ini, 
maka dapat diketahui bahwa: 
1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi terhadap pengangguran. 
Hal tersebut mengartikan bahwa naiknya inflasi akan menaikan jumlah 
pengangguran. 
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi terhadap penerimaan 
pajak penghasilan pasal 21. Hal tersebut mengartikan bahwa naiknya 
inflasi akan menurunkan jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 21. 
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengangguran terhadap 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Hal tersebut mengartikan bahwa 
naiknya pengangguran akan menurunkan jumlah penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21. 
4. Terdapat adanya pengaruh mediasi berdasarkan perhitungan pengaruh 
tidak langsung antara variabel yang telah diteliti. Hal tersebut mengartikan 
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bahwa meningkatnya inflasi akan menurunkan penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 dengan pengangguran sebagai mediasi. 
 
B.  Saran 
 Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka beberapa saran dikemukakan peneliti 
dan diharapkan adanya kebermanfaatan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. 
Adapun saran yang disampaikan sebagai berikut: 
1. Pemerintah sebaiknya menetapkan kebijakan harga serta pengawasan 
secara berkala dengan skala mikro dan makro untuk menjaga stabilitas 
harga di masyarakat agar inflasi dapat terkendali. 
2. Pemerintah sebaiknya lebih mengoptimalkan dan memfasilitasi sektor 
UMKM dalam pengembangan usahanya agar tekanan inflasi yang 
disebabkan krisis global dapat ditekan seminimal mungkin serta dapat 
membuka peluang terbukanya lapangan kerja baru. 
3. Pemerintah sebaiknya melakukan kampanye untuk mengurangi gaya 
hidup yang konsumtif agar kendali peredaran uang dapat terkontrol serta 
pemanfaatan produk lokal. 
4. Pembangunan yang merata pada setiap wilayah akan membuka peluang 
investor untuk membuka ataupun pengembangan usahanya sebagai salah 
satu solusi dalam penyerapan tenaga keja serta mempersingkat jalur 
distribusi guna menstabilkan tingkat harga di wilayah tertentu. 
5. Pembangunan yang merata akan meningkatkan investasi dalam suatu 
wilayah, maka dengan demikian terserapnya tenaga kerja juga dapat 
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meningkatkan penyerapan pajak penghasilan pasal 21 dari setiap 
tambahan nilai ekonomi yang didapatnya. 
6. Pemerintah sebaiknya terus mengoptimalkan potensi penyerapan pajak 
penghasilan pasal 21 dengan memfokuskan pada pelaksanaan serta 
perbaikan administrasi. 
7. Mengendalikan krisis ekonomi yang spontan terjadi melalui kebijakan 
fiskal maupun kebijakan moneter dengan respon yang cepat akan 
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